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ABSTRAK

Nama : Robinson Hasoloan Sinaga
Program Studi  : Ilmu Hukum

Judul : Pengaturan Nama Domain Internet Di Indonesia: Studi
Tentang Sengketa Antara Pemilik Nama Domain
Internet Dan Pihak Lain Di Indonesia

Disertasi ini membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya
sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di
Indonesia. Disertasl ini juga membahas ketidakjelasan dan ketidakcukupan
perundang-undangan Indonesia yang mengatur nama domain, dan penyelesaian
sengketa yang efektif untuk sengketa-sengketa nama domain di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, komparatif, dan kualitatif. Hasil
penelitian menyarankan tiga hal. Pertama, pengaturan nama domain yang jelas
dan lengkap dari segi hukum sudah mutlak disediakan di Indonesia. Kedua, nama
domain di Indonesia sebaiknya diatur dalam suatu undang-undang yang khusus
didesain untuk nama domain. Ketiga, penyelesaian sengketa nama domain sudah
sepatutnya tersedia di Indonesia. Penyelesaian sengketa tersebut sebaiknya
penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase atau
melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Penyelesaian sengketa
melalui forum menyerupai-arbitrase adalah merupakan alternatif penyelesaian
sengketa yang timbul akibat kelemahan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan. Penyelesaian sengketa yang semacam ini biasanya menggunakan
suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain sebagai landasan hukumnya.
Kebijakan ini sebaiknya merupakan modifikasi dari Uniform Dispute Resolution
Policy (UDRP) tersebut. Forum yang diberi wewenang untuk penyelesaian
sengketa nama domain ini sebaiknya berdisi sendiri sebagai Badan Arbitrase
Sengketa Nama Domain. Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan
khusus penyelesaian sengketa nama domain dipandang merupakan penyelesaian
sengketa nama domain yang paling cocok saat ini, dengan sejumlah
pertimbangan, antara Jain, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat ditafsirkan
mengatur hal ini dalam Pasal 66. Penyelesaian sengketa ini dapat lebih efisien dan
efektif karena badan ini akan bekerja sama secara langsung dengan pengelola
nama domain schingga putusan dari badan ini akan dapat dengan cepat
dilaksanakan oleh pengelola nama domain. Badan khusus penyelesaian sengketa
nama domain ini sebaiknya berposisi secara berdampingan dengan pengelola
nama domain.

Kata kunci:
Nama domain Internet, sengketa, penyelesaian sengketa
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ABSTRACT

Name : Robinson Hasoloan Sinaga
Program of Study : Law

Title ¢ Regulation of Intermet Domain Names in Indonesia:
Study of Disputes between Owners of Internet Domain
Names and Other Parties in Indonesia

This dissertation discusses factors that are able to cause a dispute about Infernet
domain names between owners of Internet domiain names and other parties in
Indonesia. The dissertation also discusses unclearness and insufficiency of the
current law regulating Intermet domain names in Indonesia. In addition, it
discusses an effective dispute settlement for Internet domain names disputes in
Indonesia. This dissertation is built from a normative, comparative and qualitative
research. Results of the research suggest three points. First, a comprehensive
regulation of Internet domain names in Indonesia should be prepared in Indonesia.
Second, Internet domain names should be regulated on a law designing specially
for Internet domain names. Third, a settlement of Internet domain name disputes
should be available in Indonesia. The settlement should be a settlement through a
like: =arbitration forum or-through a special body of Internet domain name
dispute settlement. The settlement through a like —arbitration forum is an
alternative dispute resolution caused by the weakness of dispute settlement though
a court. Such settlement usually uses an Internet domain name dispute resolution
policy as a legal basis. The policy should be a modification of the Uniform
Dispute Resolution Policy (UDRP). A forum having an authority to settle an
Internet domain name dispute should be an independent forum as an Internet
domain name board of arbifration. The settlement through a special body of
Internet domain name dispute settlement is considered to be the most suitable
settlement of Internet domain name dispute in Indonesia, based on a number of
considerations, such as Section 66 of the Draft of Government Regulation on
Management of Information and Electronic Transactions. The settlement could be
an efficient and effective one because the body handling the cases could work
together directly with the Internet domain name registry. In this situation, a
decision of the body could be enforced quickly by the registry.

Key words:
Internet domain name, dispute, settlement
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BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Internet pada awalnya diciptakan untuk tujuan riset pertahanan Amerika
Serikat dimana dengan Internet tersebut kontraktor-kontrakfor pertahanan dan
universitas-universitas yang melaksanakan riset tersebut dapat terhubung satu
sama lain melalui suatu jaringan komputer.! Seiring dengan perkembangannya,
Internet telah berubah menjadi mesin perubahan yang merambah ke hampir semua
sektor yang pada akhirnya membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam
berbagai kehidupan.’ Internet membuat faktor jarak dan ruang menjadi kurang
berarti. Demikian juga Internet ini memungkinkan pengaliran informasi dari satu
lokasi ke lokasi lain dalam jumlah yang tak terbatas dan dalam waktu yang relatif
cepat dan dengan biaya yang relatif sangat murah, atau bahkan tanpa biaya.’

Setiap komputer yang terhubung ke Internet mempunyai alamat IP
{(Intermet Protocol). Alamat IP adalah angka-angka 32-bit yang dipisahkan
menjadi suatu rangkaian yang terdiri dari empat kelompok 8-bit yang disebut
octets, misalnya 255.255.255255.* Alamat IP mengidentifikasi host computer
sedemikian rupa sehingga paket-paket informasi sampai kepada komputer yang
dituju’® Sama seperti sistem telefon, setiap alamat ini harus unik. Karena
mengingat angka-angka adalah sulit dan tidak menyenangkan dan sifat manusia

yvang lebih mudah mengingat kata, rangkaian angka-angka tersebut diubah

! Walt Howe, “An Anecdotal History Of The People And Communities That Brought
About The Internet And The Web,” <http://www.walthowe.com/navnet/history.htmi>, 10 Mei
2007.

2 Jason Whittaker, The Cyberspace Handbook, (London: Routledge, 2004), 18.

3 Assafa Bndeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet: Dengan Fokus di Asia Pasifik
[Internet and E-Commerce Law: with a Focus on Asia-Pacific], diterjemahkan oleh Siwi
Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 420.

* Charles L. Hedrick, “Details About Internet Addresses: Subnets and Broadcasting,”
<http:/fwww.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/ pc_conn/tepipfintrofintro0.htmli#table>, 25 Mei 2004.

% Margaret Levine Young, et al., Internet: The Complete Reference, Millenium Edition,
{California: Osborne/McGraw-Hill, 1999), 5.
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kedalam bentuk kata atau gabungan kata dan angka. Rangkaian kata dan atau
angka ini disebut nama domain.

Dengan demikian, nama domain adalah suatu kata, frasa atau serangkaian
huruf alfabetik yang terdini dari alamat infernet protocol (IP) dari suatu komputer
atau jaringan komputer yang akrab dengan manusia dan mudah diingat.® Contoh-

contoh nama domain di Indonesia adalah antara lain “mustika-ratu.co.id”,

“vi.ac.id”, “dgip.go.id”, dan “ermanhukum.com”. Tujuan dari pembuatan sistem
nama domain adalah untuk mempermudah pengaksesan ke mesin penyimpan data
pada Internet.”

Sistem nama domain bekerja sesuai dengan alur seperti yang terlihat
dalam Gambar ! dibawah ini,
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law.ui,ac.id
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Gambar 1. Cara kerja sistem nama domain (Sumber: Paul Albitz dan Cricket Liu,
DNS and Bind, Fourth Edition, (California: O’Reilly Media, Inc.,
2001), 28).

© Jack Russo, et al., “The Past, Present and Future of Domain Name Dispute Resolution,”
683 PLI/Pat 315 (2002): 321,

" David J. Loundy, “A Primer on Trademark Law and Internet Addresses,” 15 J. Marshall
J. Computer & Info. L. 465 (1997): 466.

Universitas Indonesia

Pengaturan nama..., Robinson Hasoloan Sinaga, FH Ul, 2009.




Ketika seseorang mengetik suatu nama domain pada browser dan
mengeksekusinya, reselver® vyang terdapat dalam komputer akan mengeluarkan
pertanyaan yang ditujukan ke suatu server nama, yang menanyakan alamat
Internet Protocol (IP) yang sesuai dengan nama domain dimaksud. Server nama
domain akan mulai mencari alamat IP tersebut dengan menghubungi server root
nama domain. Server root tersebut adalah merupakan server yang mengetahui
alamat-alamat IP untuk semua server nama domain yang menangani TLDs (.com,
.net, , .edue, .org,) dan ccTLD (jp, .au, .id) dan akan mengarahkan suatu
permintaan alamat IP ke server yang menangani alamat tersebut, misainya “.id”
domain akan diarahkan ke server yang menangani “.id” domain. Setiap tipe
domain ditangani oleh satu server, misalnya ORG domain ditangani oleh server
ORG. Kemudian, roufer akan mengarahkan permintaan untuk mengakses suatu
alamat IP ke network yang sesuai dengan alamat tersebut sedemikian rupa
sehingga informasi yang terkandung dalam retwork tersebut dapat diakses.

Keberadaan suatu nama domain secara teknis ditentukan oleh kontrol dan
managemen teknologi. Karenanya, sisi kontrol dan managemen teknologi
seringkali dianggap yang paling penting dalam bidang nama domain ini untuk
dianalisis.” Namun, sisi teknologi semata tidak dapat memberikan penyelesaian
atas pennasalahan hukum khususnya bila terjadi klaim pemilikan atas suatu nama

domain." Permasalahan pemilikan nama domain “mustika-ratu.com™' dan

® Resolver adalah program komputer yang membangkitkan pertanyaan untuk mendapatkan
informasi dari suatu server nama.

® Joseph P. Liu, “Legitimacy and Authority in Internet Coordination: A Domain Name
Case Study,” 74 Indiana Law Journal 587 (1999): 589; Elizabeth A. Williams, *“The
Globalisation of Regulation and Its impact on the Domain Name System: Domain names and A
New Regulatory Economy” (Disertasi Doktor, Queensland University of Technology, Australia,
2003), 45.

' Committee on Intellectual Property Rights and the Emerging Information Infrastructure,
The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age, (Washington, D.C.: National
Academy Press, 2000), 153,

"' Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1082
K/Pid/2003. 24 Januari 2003.
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permasalahan pemilikan nama domain “nissan.com”™" tidak dapat diselesaikan
melalui aspek teknologi, tetapi harus diselesaikan melalui forum pengadilan.

Selain ifu, Internet bukanlah suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh
suatu pemerintah yang berdaulat,” Pengaturan Internet memerlukan keterlibatan
pemerintah untuk menjamin terciptanya kesetimbangan antara pembentukan code
dan value yang berkaitan dengan kepentingan publik.*

Sejak nama domain dikenal di Indonesia, sengketa terkait nama domain
telah terjadi antara antara pemilik nama domain dan pihak lain, misalnya pemilik
merek, pemilik hak atas nama perusahaan, dan pemilik nama pribadi. Dalam
sengketa terkait nama domain “mustika-ratu.com”, sengketa terjadi antara
Tjandra Sugiono, selaku pemilik nama domain, dan PT. Mustika Ratu, selaku
pemilik merek “Mustika Ratu”. Demikian juga, sengketa antara CV. Ebay

Indonesia selaku pemilik nama domain dan eBay, Inc., selaku pemilik merek
“Ebay”, telah terjadi terkait dengan nama domain “ebay.co.id”. Sama halnya,

sengketa terkait nama domain “rapidshare.co.id” telah terjadi antara Rapidshare

Indonesia selaku pemilik nama domain dan RapidShare AG, suatu perusahaan
Jerman yang bergerak dibidang one-click hosting.”” Sengketa terkait nama domain
lainnya dapat diduga akan terjadi antara PT. Timerindo Perkasa International
selaku pemilik nama domain tersebut dan Time, Inc., selaku pemilik merek
“Time™. '
Sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik nama pribadi telah

terjadi dalam sengketa terkait nama domain “anfasariazhar.com” dimana nama

domain tersebut sama dengan nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
non-aktif, Antasari Azhar.
Penggunaan nama domain telah merambah seluruh dunia. Namun,

pengaturan nama domain dari aspek hukum masih berbeda dari satu negara

12 Nissan Motor Company, Ltd. v. Nissan Computer Corporation, 204 F.R.D. 460,

1 Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, (New York: Basic Books,
1999}, 5.

1 1bid., 89.

1> Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), “Email Komunikasi antara PANDI dan
RapidShare AG.”
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dengan negara lainnya. Hal ini dapat dikarenakan traktat Internasional yang terkait
dengan nama domain belum tersedia.'®

Penelitian mengenai nama domain penting dilakukan di Indonesia paling
tidak karena lima alasan berikut ini.

Pertama, nama domain masih diperdebatkan apakah termasuk properti atau
tidak. Disatu pihak, nama domain dipersamamakan dengan nomor telefon. Nama
domain juga dianggap sebagai produk kontrak atau lisensi. Namun, di pihak lain,
nama domain dianggap sebagai properti.

Kedua, penyebab timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik
nama domain dan pihak lain di Indonesia belum jelas. Sengketa terkait nama
domain dapat terjadi antara pemilik nama domain dan pemilik merek, antara
pemilik nama domain dan pemilik hak atas nama perusahaan, atau antara pemilik
nama domain dan pemilik nama pribadi. Keragaman pihak yang dapat terkait
dalam suatu sengketa mengenai nama domain tersebut paling tidak telah dapat
menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan para pihak
tersebut dapat terkait dalam suatu sengketa mengenai nama domain di Indonesia.
Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa terkait nama domain ini perlu
diketahui dan dimengerti dengan baik guna mencari solusi untuk mengatasi
sengketa yang dapat timbul antara pemilik nama domain dan pihak lain, misalnya
pemilik merek, pemilik hak atas nama perusahaan, dan pemilik hak atas nama
pribadi.

Ketiga, pentingnya penelitian tentang nama domain dikarenakan regulasi
nama domain di Indonesia tidak cukup memadai untuk mengatur nama domain
Indonesia. Nama domain di Indonesia hanya diatur dalam dua pasal dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, yaitu Pasal 23, beserta penjelasannya, dan Pasal 24.

Pasal 23 menyatakan:

“(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat
berhak memiliki Nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan
usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

' Todd W. Krieger, “Internet Domain Names And Trademarks: Strategies For Protecting
Brand Names In Cyberspace,” 32 Suffolk University Law Review 47 (1998): 47.
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(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang
dirugikan karena penggunaan Nama domain secara tanpa hak oleh Orang
lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama domain dimaksud.””’

Penjelasan Pasal 23 selanjutnya menyebutkan:

“Ayat (1) Nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang
perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first
come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara
ketentuan dalam Nama domain dan dalam bidang hak kekayaan
intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif,
seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Avat (2): Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya
melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama
Orang terkenmal, dan nama sejenisnya yang pada intinya
merugikan Orang lain.

Ayat (3): Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama domain secara
tanpa hak™ adalah pendaftaran dan penggunaan Nama domain
yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau
menghanmbat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif
dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau
untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau
ternama, atau untuk menyesatkan konsumen,”'®

Kemudian Pasal 24 mengatur:

“(1) Pengelola Nama domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama domain oleh masyarakat,
Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama domain
yang diperselisihkan.

(3) Pengelola Nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama
domain  yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undanpan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur denpan Peraturan
Pemerintah,”"?

Pengaturan nama domain dalam kedua pasal tersebut tidak dapat memberi
keadilan kepada para pemilik merek dan pemilik hak lainnya yang merek atau
haknya didaftarkan oleh orang lain sebagai nama domain. Ketidakcukupan
pengaturan dalam kedua pasal ini khususnya terkait dengan nama domain yang

hanya didaftarkan tetapi tidak dipakai sebagai alamat suatu web sife karena kedua

"7 Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Pasal 23.

"% bid., Penjelasan Pasal 23.
' Ibid., Pasal 24; Pasal ini dianggap telah jelas sebagaimana disebutkan “cukup jelas”

dalam Penjelasan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
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pasal tersebut hanya mengatur gugatan keberatan atas penggunaan suatu nama
domain, dan tidak terhadap nama domain yang tidak digunakan sebagai alamat
web site. Lebih jauh, pengaturan nama domain yang hanya dalam dua pasal ini
akan makin terasa kurang memadai apabila melihat besarnya jumlah nama domain
yang telah dimiliki oleh masyarakat, yaitu sebanyak 117.194 nama domain
generik® dan 40.865 nama domain berkode “.id” (ccTLD Indonesia).”'

Keempat, pentingnya penelitian tentang nama domain dikarenakan
penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia masih belum jelas. Hal ini
disebabkan oleh ketidaktersediaan peraturan perundang-undangan yang jelas dan
khusus didesain untuk menyelesaikan sengketa-sengketa nama domain di
Indonesia. Disamping itu, pihak atau badan mana yang berwenang menangani
sengketa nama domain Indonesia tidak jelas.

Salah satu cara penyelesaian sengketa bagi pemilik nama domain adalah
cara penyelesaian sengketa yang disediakan oleh pihak ICANN dengan mengacu
pada Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). Cara penyelesaian sengketa ini
hanya terbatas pada sengketa-sengketa nama domain generik, seperti nama
domain yang berakhiran “.com”, “.net”, dan “.org”, dan sejumlah nama domain
berkode negara (ccTLD). Sengketa-sengketa nama domain Indonesia (ccTLD
Indonesia) tidak termasuk kedalam sengketa-sengketa yang dapat dibawa ke
forum ini karena nama domain Indonesia tidak funduk pada forum dan ketentuan
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) ini.

Kelima, pentingnya penelitian tentang nama domain dikarenakan topik
tentang nama domain Indonesia belum pernah ditulis secara mendalam dalam
bentuk disertasi. Disamping itu, permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini
belum pernah ditulis, baik dalam bentuk buku maupun karya tulis lainnya.
Adapun tulisan yang pernah di tulis di Indonesia terkait dengan nama domain

adalah tulisan dalam bentuk tesis yang kemudian dijadikan buku berjudul Aspek

2 pata berasal dari <hfip:/fwww.webhosting.infof registries/>, 1 Pebruari 2009; Pendafiar
nama domain dari Indonesia lebih banyak dibandingkan Singapore yang berjumlah 89,253 (data
berasal dari <http://www.webhosting.info/domains/ country_stats/>, 1 Pebruari 2009).

?! Statistik Nama domain Indonesia per 19 Juni 2009 yang berasal dari Pengelola Nama
domain Indonesia (PANDI),
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Hukum Nama Domain di Internet.® Tulisan ini membahas teknis pengelolaan
pama domain dan organisasi dunia yang terkait pengelolaan nama domain.
Tulisan ini juga membahas pro-kontra berlakunya hukum terhadap aktivitas
Internet dan isu-isu hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan aktivitas
Internet. Dalam bagian lainnya, tulisan tersebut memaparkan secara ringkas
penyelesaian sengketa nama domain melalui Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (UDRP) dan Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act
(ACPA). Tulisan tersebut tidak membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab
timbulnya sengketa nama domain. Tulisan tersebut juga tidak membahas undang-
undang yang mengatur nama domain, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian juga, tulisan tersebut
tidak membahas penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia yang akan
datang.

Tulisan lainnya yang terkait nama domain di Indonesia adalah buku
berjudul Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia Bagian Satu, sub
bab Merek dan Nama Domain.® Buku ini membahas kaitan merek dan nama
domain dari sudut pandang cara memperoleh hak. Buku ini juga membahas
penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (UDRP).

Nama domain juga telah ditulis dalam suvatu artikel berjudul Diskursus
Tentang Merek dan Domain Name: Batasan Ruang Lingkup dan Aturan Main
yang Berlaku di Indonesia® Artikel ini membahas adanya perbedaan antara
merek dan nama domain, tetapi merek dapat digunakan sebagal nama domain,
Artikel ini juga membahas perlunya revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek agar dapat dijadikan sebagai landasan penyelesaian sengketa

antara merek dan nama domain.

22 Sabartua Tampubolon, Aspek Hukum Nama Domain di Internet, (PT. Tatanusa: Jakarta,
2003). ’

2 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem: Hukum Indonesia, Cetakan
Pertarna, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 12-13,

M Sih Yuliana Wahyuningtyas, “Diskursus Tentang Merek dan Domain Name: Batasan
Ruang Lingkup dan Aturan Main yang Berlaku di indonesia,” Jurnal Hukum Bisnis Vol, 24, No. I,
(2005): 58-70.
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Baik buku berjudul Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia
maupun artikel berjudul Diskursus Tentang Merek dan Domain Name: Batasan
Ruang Lingkup dan Aturan Main yang Berlaku di Indonesia tidak membabas
faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya sengketa nama domain. Tulisan-
tulisan tfersebut juga tidak membahas undang-undang yang mengatur nama
domain, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Demikian juga, kedua tulisan tersebut tidak membahas
penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia yang akan datang.

Demikian juga isu-isu nama domain di Indonesia belum banyak ditulis,
baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun tulisan populer di media massa. Hal ini
dapat disebabkan karena produk ini belum dikenal lnas di masyarakat Indonesia
dan juga minimnya perundang-undangan Indonesia yang mengaiur produk
Internet ini, Oleh karenanya, topik ini adalah penting untuk diteliti guna mencari
solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan nama domain di
Indonesia, dan sekaligus memberi masukan mengenai regulasi dan penyelesaian

sengketa nama domain di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menentukan arah atau fokus
penelitian.®® Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang akan menjadi fokus
pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa terkait nama
domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Indonesia?

2. Mengapa perundang-undangan Indonesia yang mengatur nama domain tidak
cukup untuk mengatur nama domain di Indonesia?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang efektif untuk sengketa-sengketa nama

domain di Indonesia?

¥ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ketiga,
(Malang; Bayumedia Publishing, 2007), 289.
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C. Kerangka Teori dan Konsep

Sejak jaman Romawi, kata “properti” adalah kata yang paling signifikan
digunakan, baik dalam bidang polittk mauvpun hukum, untuk menjelaskan
distribusi sumber-sumber yang terbatas di masyarakat.

Aristotle pada 350 sebelum Masehi mengemukan suatu pendapat
mengenai properti yang berbunyi sebagai berikut:

(13

.. it is "our own" if it is in our own power to dispose of it or keep it. By
"disposing of it" I mean giving it away or selling it. Wealth as a whole consists in
using things rather than in owning them; it is really the activity -- that is, the use -
of property that constitutes wealth.”

Dari pendapat tersebut, terdapat paling tidak dua karakteristik properti,
yaitu karakteristik menggunakan (characteristic of use) dan karakteristik
melarang {(characteristic of exclusion)® Karakteristik mengpunakan secara
eksplisit diungkapkan dalam pendapat tersebut, sedangkan karakteristik melarang
tidak secara eksplisit dikemukakan dalam pendapat tersebut. Karakferistik
melarang ini adalah merupakan penjabaran logikal dari pendapat tersebut dimana
karakteristik melarang ini diterjemahkan dalam hak untuk melarang (the right to
exclude). Hak untuk melarang ini secara implisit tercakup dalam kata power.
Dalam hal ini, jika seseorang mempunyai power untuk menjaga ‘sesuatu’, maka
seseorang tersebut dengan sendirinya dapat melarang orang lain terkait dengan
‘sesuatu’ tersebut.

Disamping itu, konsep mengenai properti juga dikemukakan oleh William
Blackstone.” Menurut Blackstone, properti adalah:

“that sole and despotic dominion which one man claims and exercises over the
external things of the world, in total exclusion of the right of any other individual
in the universe.””

% Aristotle,  Rhetoric, 136la  (W. Rhys Roberts frans, 1954),
<htip://www.public.iastate.edu/~honeyl/Rhetoric/rhet1-5.html>, 8 Nopember 2003.

2 Adam Mossoff, “Property? Putting The Pieces Back Together,” 45 Arizona Law Review
371 (2003): 392.

% William Blackstone, /I Commentaries on the Laws of England, Chapter 1, 3 (Wayne
Morrison ed., 2001}, 1765-1769.

B Ibid.
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Konsep properti dari Blackstone ini mempunyai paling tidak empat elemen
pokok.*® Pertama, properti adalah terkait dengan hak-hak in rem. Kedua, properti
adalah milik seorang individu yang ditunjukkan dengan kata “satu orang (one
man)”. Ketiga, jika berkaitan dengan tanah, hak-hak properti dapat mencakup
keatas sampai ke surga dan kebawah sampai ke pusat bumi. Keempat, hak-hak
prinsip yang terkait dengan properti adalah hak-hak untuk melarang orang lain di
muka bumi.

AM. Honore mengemukakan suatu konsep properti. Honore tidak
menyebut secara spesifik istilah properti, tetapi beliau menggunakan istilah

ownership. Honore menyatakan pengertian ownership sebagai berikut:

“QOwnership comprises the right to possess, the right to use, the right to manage,
the right to the income of the thing, the right to the capital, the right to security,
the rights or incidents of transmissibility and absence of term, the prohibition of
harmful use, liability to execution, and the incident of residuarity: this makes
eleven leading incidents.”™

Lawrence C. Becker memberikan penjelasan mengenai kesebelas elemen
dari ownership tersebut? Elemen pertama, yakni hak memiliki (the right to
possess), menyangkut hak kontrol fisik yang eksklusif atas benda yang dimiliki.
‘Elemen kedua, yakni hak penggunaan (the rights to use), menyangkut hak
menikmati dan menggunakan benda. Elemen ketiga, yakni hak mengatur (the
right fo manage), menyangkut hak untuk memutuskan bagaimana dan oleh siapa
benda akan digunakan. Elemen keempat, yakni hak mendapat keuntungan (the
right to income), menyangkut hak untuk mendapatkan keuntungan atas
penggunaan benda. Elemen kelima, yakni the right to the capital, menyangkut hak
untuk memindahkan benda dan hak untuk mengkonsumsi, membuang,
memodifikasi, atau memusnahkan benda. Elemen keenam, yakni hak atas
keamanan, menyangkut jaminan tidak adanya pengambilalihan benda secara tidak

sah. Elemen ketujuh, yakni the power of transmissibility, menyangkut hak untuk

*® Abraham RBell dan Gideon Parchomovsky, “A Theory of Property,” 90 Cornell Law
Review 531 (2005): 543,

%' AM. Honore, Ownership, in Oxford Essays in Jurisprudence (A.G. Guest ed., 1961),
113 dalam Abraham Bell dan Gideon Parchomovsky, “A Theory of Property,” 90 Cornell Law
Review 531 (2005): 546.

%2 L.awrence C. Becker, Property Rights: Philosophic Foundations, (London: Routledge &
Kegan Paul, 1977}, 18-19,
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mewariskan benda. Elemen kedelapan, yakni the absence of the term, terkait
dengan tidak adanya batasan waktu masa pemilikan benda. Elemen kesembilan,
yakni the prohibition of harmful use, menyangkut kewajiban seseorang untuk
fidak menggunakan benda untuk tujuan yang membahayakan pihak lain. Elemen
kesepuluh, yakni liability to execution, menyangkut tanggung jawab untuk
mendapatkan benda yang diambil untuk pembayaran ulang atas utang. Elemen
kesebelas, yakni the incident of residuarity, menyangkut ketersediaan peraturan
yang mengatur pengembalian hak pemilikan yang telah hilang.

Properti tidak hanya terkait dengan “benda (thing)” tetapi properti juga
terkait dengan hak (righf) atau kepentingan (inrerest) yang berkaitan dengan
benda (thing) yang memberikan pemilik kemampuan untuk melaksanakan hak
atas benda tersebut.® Properti juga dapat dimaknai sebagai hubungan antara
seseorang dengan benda, baik benda berwujud (fangible rhing) maupun benda
tidak-berwujud (intangible thing)** Menurut JW. Harris, properti adalah
merupakan suatu institusi hukum dan sosial yang mengatur penggunaan benda-
benda (things) dan alokasi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.’”®
Properti dalam pendapat Harris ini adalah merupakan basis yang paling pokok
dari properti privat (private properiy) yang diwujudkan dalam bentuk hak.*

Properti dapat dibedakan menjadi real property dan private property.”
Privat Property menganut prinsip bahwa seseorang yang diberi hak atas benda

mempunyai kontrol atas benda tersebut.*® Pengertian kontrol atas benda dalam hal

 Michael B. Metzger, et. al., Business Law and the Regulatory Environment: Concepts
and Cases, Eighth edition, (Boston: Irwin, 1992), 493,

% Mark E. Roszkowski, Business Lenw: Principles, Cases and Policy, Third edition, (New
York: Harper Collins Publishers, 1992), 723,

3 J.W. Harris, Property and Justice, (Oxford: Clarendon Press, 1996), 3.

%8 David Lametti, “Property And (Perhaps) Justice. A Review Article Of James W. Harris,
Property And Justice And James E. Penner, The Idea Of Property In Law,” 43 McGill Law Journal
663 (1998); 670.

3 Metzger, et. al., op. cit., 494.

% Jeremy Waldron, “Property Law,” dalam A Companion to Philosophy of Law and Legal
Theory, ed. Dennis Patterson (Malden: Blackwell Publishing, 1999), 6.
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ini adalah bahwa pemilik benda mempunyai hak untuk memutuskan segala hal
yang terkait dengan benda tersebut.”

Lebih lanjut, private property dapat mencakup tangible property dan
intangible property. Tangible property dicirikan oleh eksistensi fisik (physical
existance) sedangkan intangible property dicirikan oleh eksistensi non-fisik (no-
physical existance).*® Nama domain dapat termasuk dalam kategori infangible
property karena nama domain tidak mempunyai eksistensi fisik.

Keberadaan dan pemilikan properti tidak dapat terlepas dari norma-norma.
Menurut salah satu norma yang terkandung dalam hukum alam primer dari
Thomas Aquinas,* seseorang dilarang untuk melakukan tindakan yang merugikan
orang lain.?* Berdasarkan norma ini, pemilikan properti tidak boleh
mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Konsep “jangan merugikan seseorang”
yang terkandung dalam hukum alam primer tersebut juga dianut oleh John Locke
untuk menjustifikasi pemilikan properti yang tertuang dalam proviso “kecukupan
dan masth ada untuk orang lain (enough and as good lefi in common for others)”,
yang dikemukakan dalam Paragraf 33 dari The Second Treatise® Proviso
“kecukupan dan masih ada untuk orang lain (enough and as good left in common
Jor others)” ini dapat diartikan bahwa tindakan seseorang tidak boleh merugikan
orang lain.* Seseorang yang menguasai suatu properti akan dapat memenuhi
Proviso dari Locke tersebut apabila penguasaan tersebut tidak mengakibatkan
kerugian bagi pihak lain,*

* Ibid.

* Metzger, et. al., op. cit.

' Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cetakan keenam, (Yogyakarta:
Kanisius, 1990), 41. Menurut Huijbers, norma-norma yang diwnjudkan dalam hukum alam primer
dari Aquinas adalah bersifat umum yang telah dimiliki oleh manusia sejak Iahir, dan berlaku bagi
semua manusia.

“2 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, cetakan ketiga, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 83.

“ John Locke, The Second Treatises of Two Treatises of Government, P. Laslett revition
edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

* Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, (New Jersey: Basic Books, 1974),175.
5 David Conway, “Nozick’s Entitlement Theory of Justice: Three Critics Answered,”

Philosaphical  Notes No. 15, ISSN 0267-7094, ISBN I 85637 005 4,
<http://www.libertarian.co.uk/lapubs/ philn/philn015.pdf>, 15 Maret 2009.
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Pemilikan properti juga harus dilindungi. Menurut salah satu norma yang
terkandung dalam hukum alam sekunder dari Aquinas, seseorang dilarang
mencuri.*® Berdasarkan norma ini, properti seseorang tidak boleh dicuri oleh pihak
lain.

Teori properti dari Aristotle, Blackstone, Hohfeld, Honore akan digunakan
untuk menganalisis apakah nama domain memenuhi konsep properti.

Demikian juga, teori hukum alam dari Aquinas akan digunakan untuk
menganalisis apakah pendaftaran suatu nama domain Internet yang mendapat
keberatan dari pihak pemilik merek atau pemilik hak lainnya sesuai atau
bertentangan dengan norma-norma yang dikandung dalam konsep hukum alam
sekunder dari Aquinas. Pendaftaran merek atau hak lainnya milik orang lain
sebagai nama domain dapat dipersamakan dengan mengambil milik orang tanpa
persetujuannya atau dapat dipersamakan dengan perbuatan mencuri, yang tidak
sesuai dengan konsep hukum alam sekunder dari Aquinas.

Teori hukum alam dari Thomas Aquinas ini juga akan digunakan untuk
menganalisis apakah perundang-undangan yang mengatur nama domain Internet
di Indonesia telah dapat melindungi para pihak yang terkait dengan nama domain,
Teori hukum alam dari Thomas Aquinas ini juga akan dipakai sebagai landasan
untuk menganalisis penyelesaian sengketa nama domain yang cocok di Indonesia.
Penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia sebaiknya dapat mencegah
perbuatan yang bertentangan dengan hukum alam, yaitu perbuatan yang dapat
merugikan orang lain dengan mencuri milik orang lain.

Untuk menghindari timbulnya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah
yang digunakan dalam penelitian ini, definisi operasional dari istilah-istilah
tersebut diberikan guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran.

Internet adalah kumpulan dari network yang saling terhubung satu sama

lain.” Networik-network ini terhubung satu sama lain dengan berbagai cara untuk

i Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, op. cit.; Menurut Huijbers, norma-
norma yang terkandung dalam hukum alam sekunder dari Aquinas bersumber dari hukum alam
primesr, tetapi sifatnya tidak mutlak dan dapat berubah-ubah setiap waktu dan tempat.

47 Charles L. Hedrick, “Introduction To Internet Protocols,” <http://www.doc.ic.ac.uk/
~ih/doc/pe_conn/tepipfintro/ intro0.html#table>, 25 Mei 2004,
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membentuk suatu kesatuan tunggal yang disebut Internet. Nama ini berasal dari
istilah interconnected networks.

Alamat IP (Internet Protocol) adalah angka-angka 32-bit yang dipisahkan
menjadi suatu rangkaian yang terdiri dari empat kelompok 8-bit yang disebut
octets, misalnya 255.255.255.255.% Alamat IP mengidentifikasi host computer
sedemikian rupa sehingga paket-paket informasi sampai kepada komputer yang
dituju.®

World wide web (www) adalah suatu kumpulan file-file yang tersimpan
dalam komputer-komputer diseluruh dunia.*

Nama domain Internet adalah suatu kata, frasa atau serangkaian huruf
alfabetik yang terdiri dari alamat internet protocol (IP) dari suatu komputer atau
jaringan komputer yang akrab dengan manusia dan mudah diingat.®! Dalam
penelitian ini, pengertian nama domain Internet tidak mencakup alamat e-mail.
Selanjutnya istilah “nama domain Internet” akan dituliskan dengan “nama
domain®,

Second Level Domain (SLD) adalah bagian kedua dari nama domain yang
berfungsi untuk mengidentifikasi situs pemakai. Sebagai contoh, Second Leve!
Domain (SLD) dari nama domain “novalux.co.id” adalah “Novalux”.

- Top Level Domain (TLD) adalah bagian ketiga dari suatu nama domain
yang berfungsi untuk mengidentifikasi kategori pemakai yang telah mendapatkan
nama domain tersebut. Sebagai contoh, Top Level Domain (TLD) dari nama
domain “novalux.co.id” adalah “.co.id”, sedangkan Top Level Domain (TLD)
dari nama domain “novalux.com” adalah “.com”.

Generic top level domain (gTLD) adalah Top Level Domain yang dapat
digunakan oleh pihak yang berasal dari manapun. Generic Top Level Domain
yang tersedia adalah “.com” untuk badan komersial, “.net” untuk badan yang

berhubungan dengan network, “.edu” untuk badan penyelenggara pendidikan,

* Hedrick, “Details About Internet Addresses: Subnets and Broadcasting,”op. cit.
* young, op. cit, 5.
* Ibid., 390.

51 Russo, op. cit,, 321.
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“gov” untuk organisasi pemerintahan, “.org” untuk organisasi, “.mil” untuk
militer, “.int” untuk organisasi yang dibentuk melalaui traktat, “.biz” untuk bisnis,
“info” untuk penggunaan yang tidak terbatas, “.coop” untuk koperasi, “.aero”
unfuk industri transportasi udara, “.museum” untuk museum, “.pro” untuk
profesional seperti lawyer, akuntan, dan “.name” untuk nama individu.

Nama domain generik adalah merupakan istilah lain dari Generic Top
Level Domain (gTLD).

Nama domain Internasional adalah merupakan istilah lainnya dari Generic
Top Level Domain (gTLD).

Country code Top Level Domain (ccTLD) adalah merupakan bentuk
perluasan dari gTLD dengan menyertakan suatu kode negara pada domain name
dan diperuntukkan khusus untuk negara tersebut.”

Nama domain Indonesia adalah c¢cTLD yang diperuntukkan untuk
Indonesia.

Nama domain berkode *.id” adalah nama domain Indonesia.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasinya, yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” Merek membentuk
kesan yang berkaitan dengan kualitas dan ekspektasi konsumen pada suatu produk
atau jasa.*

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) adalah
suatu perusahaan non-profit yang terorganisasi secara internasional yang
mempunyai tanggung jawab untuk alokasi ruang alamat IP, menyetujui
pengidentifikasi protocol, managemen sistem domain name gTLD dan ccTLD,

dan fungsi-fungsi managemen sistem root server.”

*2 Michael Wolnizer, “Trade Marks and Domain Names: Old Concepts, New Challenges,”
a paper presented in a seminar in Leo Cussen Institute, Melbourne, September 2001, 4.1 and 4.2.

% Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1 ayat (1).

* David Bainbridge, Intellectual Property, Fourth edition, (London: Financial Times
Management, 1999}, 521.

%5 [CANN, <http:/fwww.icann.org/general/>, 25 Mei 2004,
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Pengelola Nama Domain Iniernet Indonesia atau PANDI adalah suatu
organisasi nirlaba yang berbentuk perkumpulan yang bertugas untuk mengelola
nama domain Indonesia.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) adalah suatu
mekanisme untuk menyelesaian sengketa nama domain melalui forum
menyerupai-atbitrasi.’

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.”’
Sengketa juga dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertikaian,*®

D. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
yuridis normatif, komparatif, dan kualitatif.

Metode yuridis normatif menitik beratkan penelitian kepada norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan
pengadilan.

Perundang-undangan yang ditelaah mencakup Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang
Nomor 11 Tabun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property dimana Indonesia telah meratifikasi konvensi ini. Selanjutnya, penelitian
ini juga menggunakan metode perbandingan hukum sehingga turut menjadi bahan
penelitian, antara lain, Undang-undang Pendaftaran Nama domain Secara
Menyimpang Belgia F 2003-3482, The Canadian Trade-Marks Act, Domain

% Juliet M. Moringiello, “Seizing Domain Names To Enforce Judgements: Looking Back
To Look To The Future,” 72 University of Cincinnati Law Review 95 (2003): 101,

57 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, cetakan kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 816.

% 1bid,
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Name Act of Finland (228/2003), Dispute Resolution Regulations for .nl Domain
Names, .au Dispute Resolution Policy (auDRP), CIRA Domain Name Dispute
Resolution Policy, JP Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP), the
Lanham Act (United States Code, Title 15), Undang-undang Merek Jerman,
Undang-undang Anti Persaingan Tidak Sehat Jerman, Unfair Competition
Prevention Act No. 75 of 2005 of Japan, Uniform Dispute Resolution Policy
(UDRP), Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services, Trademark
Act of Taiwan, Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan
Rahasia Dagang Korea (yang telah diamendemen melalui Act No. 7095, Jan. 20,
2004), dan Electronic Communications Transactions Act No.25 of 2002 of South
Africa.

Putusan-putusan pengadilan ditelaah untuk melihat alasan-alasan hukum
yang digunakan oleh hakim dalam suvatu putusan® Sengketa-sengketa yang
dianalisis adalah sengketa-sengketa yang permasalahan hukumnya terkait dengan
klaim pemilikan atas suatu nama domain yang terjadi antara perusahaan atan
organisasi dan individu, antara perusahaan atau organisasi dan perusabaan atau
organisasi, dan antara individu dan individu. Disamping itu, sengketa-sengketa
yang dianalisis tersebut dapat terkait dengan hak atas merek, persaingan curang,
dan hak lainnya sebagai dasar aias keberatan pendaftaran dan atau penggunaan
suafu nama domain. Sengketa-sengketa tersebut dapat berupa baik sengketa yang
terjadi di Indonesia maupun sengketa-sengketa yang terjadi di luar Indonesia.

Metode penelitian komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk
melihat bagaimana hukum di negara lain mengatur masalah nama domain dan
bagaimana hukum negara-negara tersebut mengatasi permasalahan yang timbul,

tanpa mempermasalahkan sistem hukum negara tersebut.® Lebih lanjut, metode

%% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Prenada Media,
2005), 119.

% Ernest Bruncken, Science Of Legal Method: Modern Legal Philosophy Series: Vol. IX,
(Boston: The Boston Book Company, 1917): 22, <http://chestofbooks.com/business/law/legal-
Method/Sec-6-The-Study-Of-Comparative-Law.html>, 28 April 2009; Konrad Zweigert dan Hein
Kotz menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak harus dilakukan terhadap satu sistem hukum
saja, tetapi terhadap sistem hukum-sistem hukum yang berbeda yang ada didunia (Konrad
Zweigert dan Hein Kotz, Introduction to Comparative Law, Third Edition, (New York: Oxford
University Press, Inc., 1998), 2).
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penelitian komparatif atau perbandingan hukum dalam penelitian ini akan melihat
baik persamaan maupun perbedaan dari hukum suatu negara mengenai pengaturan
nama domain, termasuk aspek-aspek yang menjadi fokus pengaturan.®! Disamping
itu, perbandingan hukum juga akan dipakai untuk melihat persamaan dan
perbedaan dari hukum dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan nama
domain.®

Menurut Sunaryati Hartono, perbandingan hukum dapat menghasilkan
kesimpulan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan
menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan kebutuhan-kebutuhan
yang khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah menimbulkan cara-cara
yang berbeda pula.” Negara-negara yang perundang-undangan dan putusan
pengadilannya dijadikan sebagai perbandingan adalah Finlandia, Belgia, Amerika
Serikat, Belanda, Jepang, Australia, Korea, Kanada, Taiwan, Singapura, Jerman,
Ukraina, Taiwan, Inggris, dan Afrika Selatan. Pemilihan negara-negara ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa negara-negara tersebut telah memiliki
perangkat hukum yang terkait dengan nama domain dan atau negara-negara
tersebut telah menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan nama
domain.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dalam pengertian bahwa bahan
hasil penelitian dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif, dan
bukan menitikberatkan pada data angka-angka yang bersifat kuantitatif,®
Demikian juga, metode kualitatif dalam hal ini mengandung pengertian bahwa

metode tersebut tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke

8! John C. Reitz, “How To Do Comparative Law,” 46 American Journal of Comparative
Law 617 (1998): 620.

62 Ibid.

© Sunaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti: 1991) dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan
Ketiga, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 313.

 Soetandyo Wignjosoebroto, “Beberapa Persoalan Paradigmatik Dalam Teori, dan
Konsekuensinya Atas Pilihan Metode Yang Akan Dipakai: Metode Kuantitatif Versus Metode
Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal" dalam Valerine J.L.K., Metode Penelitian
Hukum, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 6.
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dalam aspek-aspeknya yang eksklusif, yang dikenal dengan sebutan variabel.*
Metode penelitian kualitatif cocok digunakan dalam penelitian ini karena
penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antar variabel yang
memerlukan pengukuran-pengukuran secara kuantitatif.* Demikian juga, metode
penelitian kualitatif cocok digunakan karena penelitian ini bermaksud untuk
melihat dan memahami pengaturan hukum dan penyelesaian permasalahan terkait
dengan nama domain.*” Wawancara, sebagaimana lazim digunakan dalam metode
penelitian kualitatif,”® dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan
permasalahan hukum nama domain unfuk mendapatkan pemahaman yang tepat
terhadap permasalahan hukum nama domain yang sedang terjadi di Indonesia.
Pihak-pihak yang diwawancarai adalah pihak Pengelola Nama Domain Internet
Indonesia, kuasa hukum yang imenangani permasalahan nama domain
“gbay.co.id”, dan kuasa hukum yang menangani permasalahan nama domain
“dancow.net”.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui Internet,
baik dengan cara men-download maupun membeli secara on-line, dan juga
diambil secara langsung dari institusi yang mengeluarkan bahan ferkait. Cara
pengumpulan data ini dipilih karena bahan-bahan yang berkaitan dengan
penelitian ini pada umumnya dapat diakses melalui Internet. Bahan-bahan yang
tidak dapat diakses melalui Internet, misalnya putusan pengadilan Indonesia yang
belum dapat diakses publik secara own-line, diperoleh langsung ke sumber
informasi. Setelah bahan-bahan hukum tersebut diperoleh, bahan-bahan tersebut
diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan.® Selanjutnya,

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan setiap permasalahan dipaparkan,

% Ibid.

% John W. Creswell, Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches,
{California: SAGE Publications, Inc., 1994), 6-7.

% Ibid.

%8 Uwe Flick, Ernst von Kardorff dan Ines Steinke, ed., 4 Companion To Qualitative
Research, Qualitative Interviews; An Overview, by Christel Hopf (London: SAGE Publications,
2004), 203,

% tbrahim, op. cit., 296.
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disistematisasi, dan kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang
berlaku.,

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab timbulnya konflik atas
pemilikan suatu nama domain yang dapat terjadi antara pemilik nama domain
dan para pemilik merek atau hak lainnya. Kemudian, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah pengaturan nama domain cukup diatur dalam dua pasal
saja dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengusulkan penyelesaian sengketa
yang efektif untuk sengketa-sengketa nama domain di Indonesia.

Dari hasil kajian dan analisis tersebut, penelitian ini akan sangat
bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para praktisi dan akademisi, sebagai
acuan keilmuan dalam bidang nama domain. Lebih penting lagi, penelitian ini
akan sangat bermanfaat bagi pihak berwenang yang tugas dan tanggungjawabnya
terkait dengan regulasi dan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia.
Hasil penelitian ini akan dapat memberi gambaran dan masukan bagaimana
bentuk dan isi dari regulasi dan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia

yang dapat memberi keadilan bagi semua pihak.

F. Asumsi

Untuk mengarahkan penelitian, asumsi-asumsi disusun sebagai berikut:

1. Sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di
Indonesia dikarenakan nama domain telah dianggap sebagai properti.

2. Ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan nama domain dalam
perundang-undangan Indonesia yang mengatur nama domain disebabkan oleh
ketidakjelasan dan ketidakcukupan pengaturan nama domain  dalam
perundang-undangan tersebut.

3. Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus penyelesaian

sengketa nama domain cocok di Indonesia karena penyelesaian sengketa nama
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domain ini lebih efektif, efisien serta sengketa nama domain akan ditangani

oleh orang yang sesuai dengan bidangnya.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disusun atas lima bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian, -
maksud dan tujuan penelitian, asumsi, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua mencoba membahas, disamping nama domain sebagai
properti, faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama domain
di Indonesia. Dalam bab ini, faktor-faktor yang dapat menimbulkan sengketa
nama domain di Indonesia dibahas secara rinci, yang mencakup dua sebab, yaitu
sistem pendaftaran nama domain Indonesia dan pemanfaatan nama domain untuk
membajak merek atau nama individu terkenal.

Bab Ketiga mencoba membahas ketidakjelasan dan ketidaklengkapan
undang-undang dalam mengatur nama domain di Indonesia. Secara lebih rinci,
bab ini mencoba membahas ketidakjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur nama domain
Indonesia, ketidakcukupan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengaﬁir nama domain Indonesia, dan
ketidaksinkronan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dengan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan
nama domain. Bab ini juga memperbandingkan perundang-undangan Indonesia
dengan perundang-undangan di berbagai negara.

Bab Keempat mencoba membahas sengketa nama domain yang telah ada
di Indonesia. Begifu juga, sengketa-sengketa nama domain yang telah diputus
oleh pengadilan atau forum yang berwénang di berbagai negara juga dibahas
dalam bab ini. Lebih lanjut, bab ini akan mencoba melihat apakah penyelesaian
sengketa nama domain oleh forum badan khusus lebih efisien dan efektif
dibandingkan dengan penyelesaian sengketa nama domain oleh forum pengadilan
dan forum menyerupai-arbitrase.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN TIMBULNYA
SENGKETA TERKAIT NAMA DOMAIN ANTARA PEMILIK NAMA
DOMAIN DAN PIHAK LAIN DI INDONESIA

Perdagangan barang dan jasa di masa modern sekarang ini tidak hanya
terbatas pada perdagangah melalui pasar yang mempertemukan penjual dan
pembeli secara bertatap muka, tetapi perdagangan juga telah dimungkinkan
melalui dunia maya atau Internet. Melalui Internet 1n1, perusahaan-perusahaan
berlomba-lomba mengiklankan dan menawarkan produk-produk yang akan
dijualnya melalui Internet mengingat perdagangan di dunia maya ini tidak
mengenal batas wilayah sehingga para pembelinya dapat berasal dari mana saja
sepanjang tersedia sarana Internet.

| Suatu perusahaan yang bermaksud untuk melakukan bisnis melalui
Internet, nama domain merupakan suatn hal yang mutlak bagi perusahaan
tersebut.” Pendaftaran nama domain dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Pada tahun 1993, jumlah pendaftaran nama domain tiap minggunya rata-rata
sekitar 100.” Jumlah ini terus bertambah secara drastis dan pada tiga bulan
pertama 2009, nama domain yang terdafiar rata-rata tiap minggunya lebih dari
600.000.™

Nama domain menjadi sangat penting karena nama domain dapat
mempunyai korelasi dengan merek. Nama domain juga dapat menjadi aset

perusahaan yang berharga jika nama domain tersebut dapat merepresentasikan

™ Kevin Cheatham, “Negotiating A Domain Name Dispute: Problem Solving v.
Competitive Approaches, ” 7 Willanette Journal of International Law and Dispute Resolution 33
(2000): 38.

"I Joan Meadows, “Trademark Protection For Trademarks Used As Intermet Domain
Names,” 65 University of Cincinnati Law Review 1323 (1997): 1324.

“ Webhdsting.info, “Domain  Names,” <http://www.webhosting.info/domains/

global_stats/total domains/?70b=TOTALDOMAINS&o00=DESC>, 24 Mei 2009. Hingga bulan
Mei 2009, pendaftaran nama domain telah berjumiah 105.507.724.
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nama perusahaan sehingga memudahkan komunikasi dengan konsumen
perusahaan tersebut.” Nama domain dianggap pula sebagai properti.™

Pesatnya pemanfaatan nama domain tidak dapat dipungkiri telah
menimbulkan konflik antara pemilik nama domain dan pemilik merek atau
pemilik nama perusahaan serta nama individu terkenal. Konflik tersebut dapat
disebabkan oleh sistem pendaftaran nama domain, sengketa merek dan nama
perusahaan, atau pembajakan merek untuk nama domain.

Bab ini akan membahas, disamping nama domain sebagai properti, dua
faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama domain di Indonesia.
Pertama adalah sistem pendafiaran nama domain Indonesia. Kedua adalah
pemanfaatan nama domain untuk membajak merek, nama perusahaan, atau nama

individu terkenal.

A. Nama Demain Berubah Menjadi Properti

Nama domain telah dianggap scbagai aset yang berharga, bahkan dari
aspek tertentu, nama domain dianggap lebih berharga daripada merek.” Nama
domain dapat mengidentifikasi tidak hanya sumber barang, jasa, bisnis, atau
informasi, tetapi juga lokasi virtual dari sumber tersebut.” Oleh karenanya, sama
halnya seperti merek, nama domain adalah properti. Kepastian ini sangat penting
baik bagi transaksi komersial maupun bagi bidang hukum yang berkaitan dengan

nama domain.” Demikian juga, sistem properti dipandang lebih cocok untuk

™ Meadows, op. cit.

™ Beverly A. Bememan, “Navigating the Bankruptcy Waters in a Domain Name
Rowboat,” 3 John Marshall Review of Intellectual Property Law 61 (2003); 65; George Vona,
“Sex in the Courts: Kremen v, Cohen and the Emergence of Property Rights in Domain Names,”
19 Intellectual Property Journal 393 (April, 2006): 406,

7 Sheldon Burshtein, “Is a Domain Name Property?,” 1 Journal of Intellectual Property
Law & Practice 59 (2005): 59.

 Ibid.

7 Burshtein, op. cit.
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mengatur sumber-sumber material, seperti nama domain, dibandingkan dengan
sistem lainnya.™

Paragraf-paragraf berikut akan membahas nama domain sebagai produk
kontrak, nama domain yang memenuhi karakteristik properti, dan nama domain

sebagai properti dari sudut perundang-undangan Indonesia.

1. Nama domain sebagai produk dari kontrak jasa, semula tidak
dianggap sebagai properti

Nama domain dapat dianggap suatu produk dari kontrak jasa penggunaan
suatu nama untuk jangka waktu tertentu.” Untuk mendukung anggapan tersebut,
nama domain dipersamakan dengan nomor telefon dimana hak penggunaan suatu
nomor telefon tergantung pada pihak penyedia jasa telefon. Demikian juga, hak
penggunaan suatu nama domain tergantung pada Badan Penerima Pendaftaran
nama domain (Registrar). Lebih lanjut, anggapan ini didasarkan pada argumentasi
bahwa nomor telefon juga dapat dibuat mempunyai hubungan dengan lokasi
tertentu atau nama tertentu, misalnya 1-800-GARUDA, untuk tujuan kemudaban
pengingatan, yang sama halnya dengan nama domain. Dengan kata lain, anggapan
ini didasarkan dari asal mulanya nama domain dimana suatu nama domain
timbul karena adanya kontrak antara Pendaftar (Registran) dan Badan Penerima
Pendaftaran nama domain (Registrar). Bila pendaftar kemudian tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut, Registrar dapat mengambil tindakan-
tindakan, misalnya membatalkan hak atas nama domain yang telah diberikan.
Bila nama domain mengandung merek, dan pemilik nama domain tersebut
dinyatakan melanggar hak pemilik merek, maka nama domain tersebut dapat
dipindahkan kepada pemilik merek.

Dalam MTV Network v. Curry® Pengadilan Distrik New York
menganalogikan nama domain dengan nomor telefon yang mudah diingat.

Sengketa ini terkait dengan nama domain “mtv.com”. Dalam sengketa ini,

* Waldron, op. cit,, 11.
™ Burshtein, op. cir., 60.

80 MTV Network v. Curry 867 F Supp 202 (SDNY 1994).

_ , Universitas Indonesia
Pengaturan nama..., Robinson Hasoloan Sinaga, FH Ul, 2009.




26

Penggugat, MTV Network, menggugat Tergugat, Adam Cuwry, mantan
karyawannya, atas dugaan pelanggaran merek “MTV™ milik Penggugat dan
dugaan pelanggaran kontrak kerja. Tergugat mendaftarkan nama domain
“mtv.com” dan kemudian menggunakannya sebagai alamat web site yang
menawarkan update musik-musik rock, gosip selebriti, dan budaya pop. Nama
domain tersebut diduga mempunyai persamaan dengan merek “MTV” milik
Pengpugat.

Dalam Dorer v. Arel pengadilan menyatakan bahwa nama domain tidak
dapat dianggap sebagai properti. Sengketa ini terkait dengan nama domain
“writeword.com” yang diduga melanggar merek “THE WRITE WORD”. Dalam

sengketa ini, Penggugat, Rose Marie Dorer, menggugat Tergugat, Brian Arel,
karena perbuatan Tergugat yang mendaftarkan dan memiliki nama domain
“writeword.com” telah melanggar merek Penggugat. Penggugat adalah pemilik
merek “THE WRITE WORD” yang terdaftar di United States of Patent and
Trademark Office (USPTQ) untuk kelas 35, 38, dan 41. Dalam putusannya,

pengadilan menyatakan dua alasan kenapa nama domain tidak dapat dianggap

sebagai properti. Pertama, sama seperti merek, pemilik nama domain tidak
memiliki hak atas “nama” tetapi hanya memiliki hak untuk melarang orang lain
untuk menggunakan “nama” tersebut. Kedua, nama domain merupakan produk
kontrak jasa antara Registrar dan Registran.

Sementara itu, dalam Network Solution, Inc. v. Umbro International,
Inc.” pengadilan menyatakan bahwa pendaftaran nama domain merupakan
produk dari suatu kontrak. Sengketa ini bermula dari sengketa Umbro
International, Inc. v. 3263851 Canada, Inc.,” No. 6:97-2779-20, yang terkait
dengan nama domain “umbro.com”. Dalam Umbre International, Inc. v.
3263851 Canada, Inc. ini, Circuit Court of Virginia memutuskan bahwa 3263851
Canada, Inc. dilarang menggunakan nama domain “umbro.com” dan harus

membayar ganti rugi sebesar $23,489.98. Umbro International, Inc. juga

®' Dorer v. Arel (60 F. Supp. 2d 558 (ED Va. 1999).
%2 Nenwork Solution, Inc. v. Umbro Intenational, Inc. 529 S.E.2d 80 (ED Va. 2000).

¥ Umbro Internationa, Inc. v. 3263851 Canada, Inc., 1999 WL 117760 (Va.Cir.Ct.).
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- memperoleh Certification of Judgment for Registration in Another District dan
kemudian mendaftarkannya di the United States District Court for the Eastern
District of Virginia. The United States District Court for the Eastern District of
Virginia kemudian mengeluarkan Exemplification Certificate. Berdasarkan
Certificate tersebut dan salinan putusan dari pengadilan, Umbro International,
Inc. memperoleh writ of fieri facias dari the Circuit Court of Fairfax County.
Ketika Umbro International, Inc. melaksanakan garnishment proceeding terkait
dengan 38 nama domain untuk tidak diberikan kepada pihak lain. Network
Solution, Inc. tidak melaksanakannya dan sebaliknya mengajukan gugatan ke
pengadilan terkait. Dalam sengketa ini, Network Solution, Inc. keberatan untuk
menuruti agar ke 38 nama domain tidak diberi untuk pihak lain. Bahkan 8 dari 38
nama domain tersebut tidak pernah terkait dengan perjanjian pendaftaran antara
Network Solution, Inc. dan 3263851 Canada, Inc. Dalam putusannya, pengadilan
menyatakan bahwa hak atas kontrak pemilik nama domain tidak termasuk dalam
subyek garnishment,

Penganalogian nama domain yang sama dengan nomor telefon adalah
tidak tepat.®* Dengan menganalogikan nama domain sebagai nomor telefon
dimana hak atas properti tidak dapat dipisahkan dari jasa, memungkiri kenyataan
“bahwa data-data harus disimpan dalam bentuk properti tak-berwujud.

Hak yang timbul dari suatu kontrak adalah bersifat in personam, yang
berarti hak tersebut hanya mengikat para pihak yang terdapat dalam kontrak dan
tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak lain di luar kontrak.® Setelah
suatu nama domain disetujui oleh Registrar nama domain, pemilik nama domain
memperoleh hak eksklusif unfuk menggunakan nama domain tersebut dan hak
melarang orang lain untuk menggunakannya tanpa izin dari pemilik nama domain.

Demikian juga, jika pihak lain ingin mendaftarkan nama domain yang telah

¥ Moringiello, op. cit., 108; Lihat juga George Vona, “Sex in the Courts: Kremen v.
Cohen and the Emergence of Property Rights in Domain Names,” 19 Intellectual Property Journal
393 (2006): 402 (bahwa nama domain tidak sama dengan nomor telefon).

¥ Thomas W. Menill dan Henry E. Smith, “The Property/Contract Interface,” 10/
Columbia Law Review 773 (2001). 776-777, Ugo Mattei, Basic Principles of Property Law,
(Westport: Greenwood Press, 2000), 78; Pasal 1340 Buku I Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak
yang membuatnya. '

Universitas Indonesia
Pengaturan nama..., Robinson Hasoloan Sinaga, FH Ul, 2009.




28

terdaftar tersebut, maka Registrar nama domain  secara otomatis akan
menolaknya. Dengan demikian, hak atas suatu nama domain tidak hanya berlaku
atas para pihak yang tersebut dalam kontrak, yaitu pihak Registrar dan pendaftar,
tetapi hak yang dimiliki oleh pemilik nama domain berlaku juga terhadap pihak
lain di luar pihak yang disebut dalam kontrak.

Oleh karena itu, nama domain tidak tepat disebut sebagai produk dari
suatu kontrak karena hak atas nama domain adalah bersifat eksklusif yang dapat
berlaku terhadap pihak manapun yang tidak sama halnya dengan hak yang timbul
atas svatu kontrak.®

2. Nama domain menmiliki karakteristik properti

Setelah permohonan pendaftaran nama domain disetujui oleh Registrar,
nama domain tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali si Registran, selaku
pemilik. Pemilik nama domain mempunyai paling tidak enam hak atas nama
domain miliknya.” Pertama, pemilik nama domain mempunyai hak pemilikan atas
nama domain. Kedua, pemilik nama domain mempunyai hak untuk menggunakan
nama domain tersebut sebagai alamat web site di Internet. Ketiga, pemilik nama
domain mempunyai hak untuk mengatur nama domain miliknya. Sebagai contoh,
pemilik nama domain dapat memberhentikan keberadaan nama domain dengan
cara meminta Registrar untuk meniadakan keberadaan nama domain tersebut atan
dengan cara tidak memperpanjang masa aktivasinya. Keempat, pemilik nama
domain mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan dari nama domain
miliknya. Kelima, pemilik nama domain mempunyai hak untuk memindahkan
pemilikan nama domain baik melalui penjualan atau transfer. Sebagai contoh,
nama domain “wallstreet.com” dijual dengan harga US$ 1,03 juta.®® Keenam,
pemilik nama domain mempunyai hak melarang pihak lain untuk menggunakan

nama domain miliknya.

8 Anupam Chander, “The New, New Technology,” 81 Texas Law Review 715 (2003).
T74-775.

¥ Berneman, op. cit., 66.

% Steve Elias dan Patricia Gima, Domain Names: How to Choose and Protect a Great
Name For Your Website (California: Nolo, 2000}, 5/5.
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Hak menggunakan dan hak melarang dari enam hak yang dimiliki oleh
pemilik pama domain menunjukkan bahwa nama domain telah memenuhi
karakteristik properti yang dikemukakan oleh Aristotle.

Hak melarang dan hak pemilikan dari enam hak yang dimiliki oleh pemilik
nama domain menunjukkan bahwa nama domain telah memenuhi karakteristik
properti yang dikemukakan oleh Blackstone.

Sementara itu, terkait konsep properti dari Honore, nama domain dapat
memenuhi aspek-aspek ownership yang dikemukan oleh Honore meskipun tidak
semua elemen yang dikemukan oleh Honore dapat dipenuhi oleh nama domain.®
Oleh karenanya, nama domain adalah properti.”®

Dengan demikian, nama domain adalah properti karena nama domain
memenuhi konsep properti yang diwujudkan oleh hak-hak yang dimiliki oleh
pemilik nama domain.

Dalam Kremen v. Colten®' Pengadilan Banding Ninth Circuit Amerika
Serikat (United States Court of Appeals, Ninth Circuit) menyatakan bahwa nama
domain adalah merupakan properti tak-berwujud (intangible property). Sengketa
ini terkait dengan pengambilalihan secara melawan hukum hak pemilikan nama
| domain “sex.com” milik Gary Kremen oleh Stephen Michael Cohen. Kasus ini
~ bermula dari pendaftaran nama domain “sex.com” melalui Network Solutions,
Inc. oleh Gary Kremen pada tahun 1994 dan sejak itu, Kremen memperoleh hak
pemilikan atas nama domain tersebut. Setelah pendaftaran tersebut, Kremen tidak
menggunakan nama domain tersebut sebagai alamat web site. Sementara itu,
Cohen berkeinginan untuk mendaftarkan nama domain yang sama, yakni
“sex.com”, tetapi tidak diterima karena nama domain tersebut telah terdaftar atas
nama Kremen. Setelah kegagalan pendaftaran tersebut, Cohen berusaha untuk
mendapatkan hak pemilikan nama domain tersebut namun tidak berhasil. Pada 15

Oktober 1995 Cohen mengirimkan suatu surat dengan kop surat Online

¥ Alexis Freeman, “Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant
Them And Lenders Can Take Them In This New Type Of Hybrid Property,” 10 American
Bankruptcy Institute Leny Review 853 (Winter 2002): 862.

” Tbid.

1 Kremen v. Cohen, 337 F. 3d 1024 (9th Cir., 2003).
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Classifieds, suatu perusahaan milik Kremen, kepada Network Solutions, Inc. Surat
tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pembatalan nama domain “sex.com” dan
memerintahkan mentransfer nama domain tersebut ke perusahaan Sporting
Houses Management milik Cohen. Segera setelah surat itu, Cohen mendaftarkan
nama domain “sex.com’ melalui Network Solutions, Inc. dan mendapatkan hak
kepemilikan atas nama domain tersebut. Setelah nama domain tersebut menjadi
milik Cohen, dia membuat suatu web sife mengenai pornografi dengan nama
domain “sex.com”. Surat tertanggal 15 Oktober 1995 tersebut adalah merupakan
surat palsu karena Kremen tidak pernah membuat surat yang membatalkan dan
memindahkan hak pemilikan nama domain “sex.com” kepada siapapun. Pada
tanggal 16 Oktober 1998 Kremen mengajukan gugatan terhadap Cohen dan
Network Solutions, Inc. di Pengadilan Distrik California Utara atas
pengambilalihan hak kepemilikan nama domain tersebut.

Sejak lahirnya Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)
Amerika Serikat pada tanggal 29 Nopember 1999,” nama domain telah dianggap
sebagai properti. ACPA memungkinkan seseorang menggugat pemilikan suatu
nama domain di jurisdiksi dimana Registry atau Registrar nama domain
berdomisili, jika pemilik nama domain tersebut tidak diketahui atau berada di luar
jurisdiksi hukum Amerika Serikat.

Salah satu hal yang istimewa dari ACPA tersebut adalah dianutnya prinsip
in rem dalam menyelesaikan sengketa nama domain. Pasal 1125 (d) (2A) ACPA

menyatakan:

“The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the
judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or
other domain name authority that registered or assigned the domain name is
located ...”

Kamus Black’s Law mendefinisikan in rem sebagai berikut:

“[Latin “against a thing”] involving or determining the status of thing, and
therefore the rights of persons generally with respect to that thing,”**

%2 United States of America, United States Code Annotated, Title 15, Section 1125 (15
U.S.C.A. §1123).

% Bryan A. Gardner, Black's Law Dictionary, 7" ed, (Minnesota: West Publishing Co.,
1999), 797,
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Dengan demikian, istilah “in rem” yang terdapat dalam pasal tersebut
mengandung arti “terhadap atau tentang benda”. Lebih lanjut, pengertian in rem
action yang disebut dalam Pasal 1125 (d) (2A) adalab hak menuntut terhadap
“benda”.” Dengan demikian, pencakupan prinsip in rem ini dalam ACPA secara
tidak langsung menyatakan bahwa nama domain adalah merupakan benda atau
properti.” Prinsip in rem dalam ACPA ini adalab sejalan dengan prinsip yang
dikemukakan oleh Hakim Kozinski dalam Kremen v. Cohen mengenai nama
domain “sex.com”.*

Dalam Cuesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com,” pengadilan
menyatakan bahwa nama domain bukanlah sckedar data tetapi merupakan
properti. Penggugat, Caesars World, Inc., selaku pemilik merek mengajukan
gugatan pembatalan pemilikan sejumlah pama domain, antara lain
“caesares.com”, “ceasares.com”, “ceasares.net’, ‘“‘caesares.net”, “ceasares.org”,
“caesaeres.org”. Penggugat mendasarkan gugatannya pada ACPA. Dalam
sengketa ini, Tergugat, Caesars-Palace.Com, tidak berkedudukan hukum di
wilayah pengadilan yang menangani sengketa tersebut. Tergugat mendalilkan
bahwa nama domain bukan properti dan karenanya sengketa ini tidak dapat
memenuhi unsur in rem jurisdiction. Pengadilan Eastern District of Virginia
menyatakan bahwa Kongres telah menyatakan secara jelas dalam ACPA bahwa
nama domain adalah properti dan memenuhi unsur in rem jurisdiction.

Dalam Online Partners.com Inc. v. Atlanticnet Media Corp.,” pengadilan
Northern District of California menyatakan bahwa nama domain adalah properti
intelektal (intellectual property). Sengketa ini  terkait dengan gugatan

™ George Whitecross Paton dan David P. Derham, A Text-Book of Jurisprudence, fourth
ed. (London: Oxford University Press, 1972), 514; Dalam Buku I} KUH Perdata, hak menuntut
kebendaan ini di atur dalam Pasal 574, yang berbunyi “tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan,
berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu
dalam keadaan beradanya.”

% Bhanu K. Sadasivan, “Jurisprudence Under The In Rem Provision Of The
Anticybersquatting Consumer Protection Act,” 18 Berkeley Technology Law Journal 237 (2003):
240.

% Greg Lastowka, “Decoding Cyberproperty,” 40 Indiana Law Review 23 (2007): 52.

¥ Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com, 112 F. Supp. 2d 503, 508 (E.D. Va. 2000).

*® Online Partners.Com, Inc. v. Atlanticnet Media Corp., 2000 WL 101242 (N.D.Cal.).
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pelanggaran merek. Penggugat, Online Partners.com Inc., menyatakan bahwa
pendaftaran dan penggunaan nama domain “gaynet.com” milik Tergugat,
Atlanticnet Media Corp., adalah merupakan pelanggaran merek Penggugat
“GAY.NET™.

Konsekuensi dari in rem dalam ACPA ini adalah bahwa pengadilan di
Amerika Serikat telah menganggap nama domain sebagai properti dalam
menyelesaikan permasalahan yang menyangkut nama domain yang memenuhi
unsur-unsur ACPA.”

Dalam Easthaven, Ltd, v. Nutrisystem.com Inc.,” pengadilan Ontario,
Kanada, menyatakan bahwa nama domain adalah properti intelectual (intellectual
property). Dalam sengketa ini, Penggugat, Fasthaven, Ltd., adalah pemilik nama
domain “sweetsucces.com” yang terdaftar melalui Registrar berkedudukan di
Delaware, Amerika Serikat dan mempunyai kantor pusat di Ontario. Tergugat,
Nutrisystem.com Inc., adalah badan usaha yang terdaftar di Delaware dan
mempunyai tempat usaha di Ontario. Tergugat mempunyai hak atas merek
“SWEET SUCCESS” yang terdaftar di Amerika Serikat. Sengketa ini berawal
dari penawaran nama domain tersebut oleh Penggugat ke Tergugat. Ketika
Tergugat mengetahui bahwa nama domain tersebut akan dijual kepada pihak lain,
Tergugat mengajukan gugatan di pengadilan Pennsylvania, Amerika Serikat.
Pengadilan Pennsylvania memutuskan nama domain tersebut tidak boleh
ditransfer kepada pihak lain kecuali kepada Nutrisystem.com Inc. Easthaven, Ltd.
tidak menerima putusan ini dan kemudian mengajukan gugatan di pengadilan
Ontario, Kanada.

Dari sengketa-sengketa di atas, nama domain telah dinyatakan sebagai

101

propertl. Bahkan dalam Online Partners.com Inc. v. Atlanticnet Media Corp.

# Lucent Techs., Inc. v. Lucentsucks.com, 95 F. Supp. 2d 528, 535 (E.D. Va. 2000); Xuan-
Thao N. Nguyen, “Commercial Law Collides With Cyberspace: The Trouble With Perfection -
Insecurity Interests In The New Corporate Asset,” 59 Washington and Lee Law Review 37 (2002):
73 (dengan menganggap nama domain sebagai ‘benda’ untuk gugatan perdata in rem, ACPA telah
memberikan dukungan atas kiasifikasi nama domain sebagat bentuk properti tak-berwujud).

% Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc., 55 OR. (3d) 334 (Ontario Superior Court of
Justice).

0 Online Partners.Com, Inc. v. Atlanticnet Media Corp., 2000 WL 101242 (N.D.Cal.).
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dan dalam Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.,'” nama domain dengan tegas

dinyatakan sebagai properti intelektual (intellectual property).

3. Nama domain sebagai properti dari sudut perundang-undangan
Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian properti (kebendaan) dapat
ditemukan dalam Pasal 499 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek). Dalam Pasal 499, kebendaan (properti) didefinisikan
sebagai berikut;

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap
harang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Dari rumusan Pasal 499 tersebut, kebendaan dalam pengertian hukum
mencakup ‘barang’ dan ‘hak’. Dari perspektif barang, defenisi kebendaan dalam
Pasal 499 tersebut dapat mencakup barang apasaja asalkan dapat menjadi obyek
eigendom (hak milik).'"” Demikian juga, kata ‘dapat’ dalam pasal tersebut
menjadikan pasal ini bersifat terbuka dalam pengertian bahwa ‘sesuatu’ yang pada
satu saat belum menjadi obyek hukum tetapi di saat lainnya menjadi obyek
hukum.'® Obyek hukum dalam pengertian ini harus memenuhi dua unsur, yaitu
unsur penguasaan manusia dan unsur nilai ekonomi, yang dengan kedua unsur
tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan hukum atas obyek tersebut,'®

Disamping itu, kata “barang” yang terdapat dalam Pasal 499 tersebut tidak
hanya dalam pengertian benda berwujud saja, tetapi juga mencakup benda-benda
yang tidak berwujud dan benda-benda bergerak, sebagaimana disebutkan secara

berturut-turut dalam Pasal 503 dan Pasal 511.

2 Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc., 55 O.R. (3d) 334 (Ontario Superior Court of
Justice).

1% Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta:
Liberty, 2000), 13; Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, jilid 1, (Jakarta: Penerbit
Ind. Hil-Co, 2004), 32.

' Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, cetakan ke-2,
{Bandung: Penerbit Alumni, 1997), 35.

19 |bid.
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Kebendaan menurut KUH Perdata tidak hanya terbatas pada pengertian
“barang”, tetapi juga mencakup setiap hak yang dapat dijadikan obyek hukum.'®
Hak yang dimaksud oleh Pasal 499 adalah hak yang dapat dikuasai oleh hak
milik. Hak kebendaan yang dapat diperoleh atas suatu benda di atur dalam Pasal
528 KUH Perdata yang berbunyi:

“Atas sesnatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik swvatu kedudukan
berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak
pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.”

Dari rumusan pasal tersebut, hak kebendaan yang diakui oleh KUH
Perdata terhadap suatu benda terdiri dari keadaan berkuasa atau bezit atas benda,
hak milik atas benda, hak waris atas benda, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah,
hak gadai dan hipotik. Hak kebendaan bersifat absolut dalam pengertian bahwa
orang yang memiliki hak kebendaan tersebut mempunyai kekuasaan untuk
mempertahankan hak tersebut terhadap siapapun.'”

Kedudukan berkuasa di atur dalam Pasal 529 KUH Perdata yang berbunyi

sebagai berikut:

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang
menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan
orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang
memiliki kebendaan itu.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, kedudukan berkvasa memberikan
kepada pemegang kedudukan berkuasa suatu kewenangan untuk mempertahankan
atau menikmati benda yang dikuasainya sebagaimana layaknya seorang pemilik.
Kedudukan berkuasa ini hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang belum
ada atau belum pasti pemiliknya. Untuk memenuhi kekedudukan berkuasa,
seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik benda yang
berada di dalam kekuvasaannya tersebut.'® Kedudukan berkuasa ini melahirkan
hubungan hukum antara orang yang mempunyai kedudukan berkuasa dengan

benda yang dikuasainya yang bersifat langsung antara subyek hukum dan obyek

1% Sofwan, op. cit., 14.

'% Chidir Ali, Hukum Benda, (Bandung: Tarsito, 1990), 34; ). Satrio, Hukum Perikatan:
Perikatan Pada Uniennya, cetakan kedua, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), 6.

18 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam
Sudut Pandang KUH Perdata, cetakan 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 14.
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hukum sehingga orang yang berada dalam kedudukan berkuasa mempunyai hak
kebendaan untuk mempertahankan benda tersebut terhadap setiap orang (droit de
suite) dan untuk menikmati, memanfaatkan serta mendayagunakannya untuk
kepentingan orang yang mempunyai kedudukan berkuasa tersebut.'®

KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai hak milik melalui Pasal 570
yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendzan dengan
leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan ity dengan kedaulatan

. sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum
yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas
ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Penguasaan benda oleh seseorang berdasarkan hak milik akan memberikan
kepada seseorang tersebut kewenangan untuk menguasai benda tersebut secara
tenteram dan untuk mempertahankan terhadap siapapun yang bermaksud untuk
mengganggu ketenangannya dalam menguasai dan mempergunakan benda
tersebut.'"” Dengan demikian hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 570 KUH
Perdata memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya. Kedua hak dasar
tersebut adalah hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan dan hak
untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.'
- Namun demikian, meskipun hak ini adalah hak mutlak, penggunaannya tidak
dalam pengertian sebebas-bebasnya, tetapi harus digunakan secara tidak
bertentangan dengan undang-undang. Konsep tidak bertentangan dengan undang-
undang ini adalah dalam pengertian bahwa menguasai dan menikmati hak milik
tidak boleh menggangu orang lain, atau tidak menyalahkan hak sehingga
merugikan pihak lain.'? Dalam konteks hak untuk berbuat bebas terhadap

kebendaan tersebut, menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,' pemegang

19 Ibid.
10 1bid., 131-132.
" 1bid., 138.

12 Abdul Kadir Muhammad, Hikum Harta Kekayaan, cetakan 1, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1994), 39.

"> Muljadi dan Widjaja, op. cir., 138-139.
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hak milik adalah bebas untuk berbuat apasaja terhadap kebendaan yang
dimilikinya, termasuk kebebasan untuk menjual, menghibahkan, menggunakan,
menyerahkan, menyewakan, menjaminkan benda miliknya, asalkan hal tersebut
tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dan atau melanggar
kepentingan umum atau hak-hak orang lain.

Rumusan dalam Pasal 570 KUH Perdata ini secara prinsip sama dengan
konsep properti “kumpulan hak (the bundles of rights)” karena baik Pasal 570
maupun konsep “kumpulan hak” mensyaratkan adanya hak penguasaan dan hak
untuk menikmati benda atau properti yang bersangkutan.

Disamping itu, Pasal 570 ini juga secara jelas memberikan ciri-ciri dari
hak milik.""* Ciri-ciri dari hak milik tersebut adalah (1) bahwa dengan hak milik
tersebut seseorang berhak menikmati kegunaan pada sesuatu benda dengan bebas,
(2) bahwa hak milik tersebut adalah merupakan hak menguasai terkuat, (3) bahwa
hak milik tersebut tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum, (4)
bahwa hak milik tersebut tidak mengganggu hak orang lain, (5) bahwa jika perlu
hak milik dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti-rugi,
dan (6) bahwa hak milik tidak boleh disalahgunakan. Dari antara ciri-ciri tersebut,
hak milik adalah merupakan bentuk hak yang paling kuat jika dibandingkan
dengan hak-hak lainnya, seperti hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil dan
hak-hak lainnya.'” Kekuatan dari hak milik ini disebabkan karena hak milik
tersebut secara langsung akan diikuti oleh wewenang menguasai (beschikking)
yang maksimal untuk menikmati dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas
benda (feitelijke rechthandelingen).'

Hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata dapat diperoleh
dengan cara yang diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan
dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik
menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan
atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak

' Badrulzaman, op. cit., 46.

'"* Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Haok Atas Benda. (Jakarta: PT.
Intermasa, 1986), 4.; Ali, op. cit., 58.

118 Badrulzaman, op. cit., 46.
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{:jlik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan
itu,”

Dari ketentuan Pasal 584 tersebut, hak milik atas benda dapat diperoleh
melalui lima cara, yaitu pendakuan yang di atur dalam Pasal 585 dan Pasal 587
KUH Perdata, periekatan yang di atur dalam Pasal 500, pasal 501 dan Pasal 502
KUH Perdata, daluwarsa yang di atur dalam Pasal 610 XUH Perdata, pewarisan
yang di atur dalam Pasal 611 KUH Perdata, dan penyerahan yang di atur dalam
Pasal 584 KUH Perdata.

Pendakuan adalah suatu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu
benda yang tidak dikuvasai dan atau tidak dimiliki oleh orang lain."” Dengan
demikian, pendakuan hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang tidak
dimiliki oleh orang lain atau benda-benda yang belum dimiliki oleh siapapun (res
nullius). Namun demikian, tidak semua benda yang belum termiliki dapat
dilakukan pendakuan. Pasal 519, Pasal 520, Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata
mengatur benda-benda yang tidak dapat dilakukan pendakuan. Benda-benda yang
tidak dapat dilakukan pendakuan tersebut adalah benda-benda yang tidak
dimungkinkan untuk dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti misalnya narkotika, dan benda-benda yang diperuntukkan untuk
kepentingan umum.
| Pendakuan yang diatur dalam KUH Perdata dapat dilakukan baik terhadap
benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak.''® Pendakuan terhadap
benda-benda tidak bergerak di atur dalam Pasal 520 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tak terpelihara dan tiada
pemiliknya, seperti pun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahii
waris, atau yang warisannya telah ditinggalkan, adalah milik negara.”

Selanjutnya dalam Pasal 1963 KUH Perdata di atur bahwa seseorang yang
menguasai suatu benda tak bergerak dengan itikad baik selama dua puluh tahun

"7 Muljadi dan Widjaja, op. cir., 42.

8 KUH Perdata Pasal 585, Pasal 587, dan Pasal 1977 mengatur tentang pendakuan
terhadap benda-benda bergerak, sedangkan Pasal 520, Pasal 621, dan Pasal 1963 mengatur tentang
pendakuan terhadap benda-benda tidak bergerak.
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akan memperoleh hak milik atas benda tersebut. Demikian juga Pasal 621 XUH
Perdata mengatur tentang kepemilikan atas dasar pendakuan.'”

Pendakuan terhadap benda-benda bergerak di atur dalam Pasal 585 KUH
Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapa pun juga,
adalah pada orang yang pertama-tama mengambilnya dalam kepemilikannya.”

Pendakuan terhadap benda bergerak ini lebih lanjut dapat ditemukan

dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak
harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa menguasainya dianggap
sebagai pemiliknya.”

Perlekatan sebagai salah satu hak kebendaan adalah hak yang timbul
karena adanya perlekatan kepada benda pokok atau benda utama yang diakibatkan
oleh proses alam, perbuatan manusia atau hasil perdata yang belum dapat ditagih,
misalnya bunga yang belum jatuh tempo. KUH Perdata mengatur ketentuan
mengenai perlekatan dalam Pasal 500, Pasal 501 dan Pasal 502.

Daluwarsa sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas benda
di atur dalam sejumlah ketentuan dalam KUH Perdata. Pasal 610 secara umum
mengatur tentang daluwarsa, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabiia seorang

telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan
undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya
seperti termaktub dalam Bab VII Buku Keempat Kitab ini.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, hak milik yang diperoleh melalui
daluwarsa harus didahului oleh kedudukan berkuasa (bezit).
Pewarisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas benda

di atur dalam Pasal 611 KUH Perdata yang berbunyi:

“Cara memperoleh hak milik karena pewarisan menurut undang-undang atan
menurut surat wasia, akan dibicarakan dalam Bab XIi dan Bab XIII Buku ini.”

Penyerahan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas
benda di atur dalam Pasal 612, Pasal 613, dan Pasal 616 KUH Perdata.

" KUH Perdata Pasal 621 berbunyi “Setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa
atas sesuatu kebendaan tak bergerak, diperbolebkan meminta kepada Pengadilan Negeri, yang
mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya, supaya dinyatakan sebagai hukum bahwa
dialah pemiliknya.”
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Penyerahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap
kebendaan berdasarkan suatu peristiwa perdata. Dengan demikian, hak milik yang
diperoleh dengan penyerahan harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya peristiwa
perdata untuk memindahkan hak milik, dan adanya penyerahan itu sendiri.'®

Dengan demikian, pengertian yuridis dari kebendaan yang di atur dalam
ketentuan-ketentuan KUH Perdata akan menjadi sangat luas asalkan dipenuhi
kondisi “dikuasai oleh hak milik”. Karenanya, produk-produk Internet yang terus
berkembang akan dapat dikategorikan kedalam pengertian kebendaan menurut
Pasal 499 ini asalkan klaim kepemilikan dapat dibuktikan.

Jika melihat defenisi kebendaan yang terdapat dalam Pasal 499 Buku II
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka nama domain
memenuhi defenisi kebendaan karena nama domain setelah pendaftaran benar-
benar dikuasai oleh pemilik nama domain.

Sama halnya, hak-hak yang dimiliki oleh pemilik nama domain atas suatu
nama domain juga dapat dipersamakan dengan hak-hak atas kebendaan yang
diatur dalam Pasal 528 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih
lanjut mengenai hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata sepenuhnya
dapat dipersamakan dengan hak yang melekat pada nama domain dimana pemilik
nama domain yang mempunyai hak menguasai atas suatu nama domain, hak
untuk menggunakan, menjual, mentransfer, dan menikmati keuntungan dari nama

domain tersebut.

B. Sistem Pendaftaran Nama domain Indonesia Dapat Menyebabkan
Timbulnya sengketa nama domain

Nama domain Indonesia {ccTLD “.id”)} diregistrasi dan disetujui oleh
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (IANA), badan yang
berwenang menerima registrasi dan menyetujui nama domain berkode negara

atau ccTLD pada saat itu, pada tanggal 27 Pebruari 1993."' Sejak itu, nama

'** Muljadi dan Widjaja, op. cit., 76.

2L Intermet Assigned Numbers Authority (IANA), “Delegation Record for .ID,”
<http:/iana.com/domains/root/db/id.html>, 4 Desember 2008.
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domain Indonesia telah tersedia bagi masyarakat untuk digunakan sebagai alamat
web site.

Pada awalnya nama domain Indonesia ini dikelola oleh IDNIC-PPAU
Mikroelektronika, yang beralamat di Jl. Ganesha 10, Bandung, Jawa Barat.
Namun, sejak 1 Juli 2007, pengelolaan nama domain Indonesia sepenuhnya
dilaksanakan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

Sejak nama domain tersedia di Indonesia, pemilikan nama domain
Indonesia tidak terlepas dari timbulnya keberatan dari pihak lain, misalnya
pemilik merek, pemilik hak atas nama perusahaan, atau pemilik nama pribadi.
Salah satu penyebab timbulnya keberatan atas pemilikan nama domain adalah
sistem pendaftaran nama domain. Paragraf-paragraf berikut ini akan membahas
sistem pendaftaran nama domain sebagai penyebab timbulnya keberatan atas
pemilikan nama domain, yang meliputi paling tidak tiga hal, yaitu adanya
perbedaan cara pemilikan nama domain Indonesia dan cara pemilikan merek,
ketidakjelasan dasar pemberian nama domain Indonesia, dan ketidakmampuan
sistem nama domain untuk mengakomodasi keinginan para pemegang hak atas

merek yang sama untuk memiliki nama domain.

1. Perbedaan cara pemilikan nama domain Indonesia dan cara
pemilikan merek dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama
domain Indonesia

Untuk dapat memiliki svatu nama domain, Registran harus mengajukan
permohonan pendaftaran nama domain. Pendaftaran nama domain yang generik,
seperti “.biz”, “.com”, “.info”, “.name”,
ICANN melalui sejumlah Registrar yang terdaftar di ICANN. Sementara itu,

untuk mendapatkan nama domain Indonesia, permohonan pendaftaran nama

net”, “org” dan “.pro”, diajukan ke

domain Indonesia diajukan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
(PANDI)."2
Cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek dapat

menyebabkan sengketa antara pemilik nama domain dan pihak lain terkait dengan

12 pendaftaran nama domain Indonesia sejak 1 Juli 2007 dikelola oleh Pengelola Nama
domain Indonesia (PANDI).
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nama domain. Cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek
mempunyai perbedaan paling tidak dalam tiga hal.

Pertama, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain
Indonesia diberikan oleh suvatu badan non-pemerintah, yaitu Pengelola Nama
Domain Internet Indonesia (PANDI), sedangkan hak atas merek diberikan oleh
negara melalui Direkiorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia, R.1.

Kedua, perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek
adalah terkait tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain diperoleh
melalui pendaftaran ke Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).
Pendaftaran nama domain pada umumnya dilakukan secara online. Hal ini
memungkinkan pendaftaran nama domain dapat dilakukan dari mana saja dan
kapan saja, sepanjang tersedia koneksi Internet, Dalam hal pendaftaran
mensyaratkan adanya dokumen tertentu, seperti yang ditentukan oleh Pengelola
Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), dokumen-dokumen persyaratan
tersebut pada umumnya dapat dikirimkan secara online ke Registry atau Registrar.

Berbeda dengan itu, pendaftaran merek harus dilakukan dengan cara
mendaftarkan permohonan merek beserta persyaratan lainnya secara langsung ke
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM,
yang beralamat di Jalan Daan Mogot Km, 24, Tangerang, Banten. Pendaftaran
permohonan merek hanya dapat dilakukan pada hari-hari kerja dan dalam waktu
kerja.’®

Ketiga, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain
berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain
pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit sehingga waktu yang

diperlukan untuk mendaftarkan nama domain relatif singkat.'” Pendaftaran nama

' Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1 butir (15).

' David Nelmark, “Virtual Property: The Challenges Of Regulating Intangible,
Exclusionary Property Interests Such As Domain Names,” 3 Northwestern Journal of Technology
& Intellectual Property 1 (2004): *9,
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domain sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia.'”
Ketika proses pendaftaran nama domain berlangsung, mesin akan memeriksa
apakah nama domain yang digjukan felah terdaftar atau tidak dengan cara
membandingkan nama domain yang diajukan tersebut dengan nama domain-
nama domain yang telah terdaftar.”® Dalam proses pendaftaran tersebut, mesin
tidak melakukan analisis pembandingan sebagaimana yang dianut dalam
pemeriksaan merek sehingga suatu nama domain yang diajukan dapat saja
mempunyai persamaan yang substansial dengan nama domain yang telah
terdaftar atau dengan suatu merek terdaftar.'” Suatu nama domain akan didaftar
jika nama domain yang benar-benar sama dengan nama domain yang diajukan
tersebut belum pernah terdafiar.'” Artinya, nama domain yang akan didaftar
hanya dibandingkan terhadap nama domain yang telah terdaftar, dan tidak
dibandingkan dengan data merek yang terdaftar. Untuk pendaftaran nama domain
Indonesia, disamping pekerjaan mesin yang demikian, Pengelola Nama Domain
Internet Indonesia (PANDI) melakukan pemeriksaan dokumen lain yang
dipersyaratkan, seperti identitas Registran, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau akta perusahaan, dan lain sebagainya.
Dalam pemeriksaan ini, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
tidak mempermasalahkan aspek kebenaran dari dokumen tersebut.' Pendaftaran
nama domain akan ditolak apabila nama domain yang dimohonkan tersebut telah
terlebih dahulu terdaftar untuk pihak lain. Terhadap penolakan pendaftaran nama
domain ini tidak dapat diajukan keberatan.

123 1ily Blue, “Internet and Domain Name Governance: Antitrust Litigation and [CANN,”
18 Berkeley Technology Law Journal 387 (2004): 389.

126 Chris Reed, Internet Law: Text and Materials, 2™ Edition, (Cambridge: Cambridge
University Press, 2004}, 43.

‘7 G. Peter Albert, Jr., “Right On The Mark: Defining The Nexus Between Trademarks
And Internet Domain Names,” /5 John Marshall Journal of Computer and Information Law 277
(1997): 281.

128 Jeffrey J. Look, “The Virtual Wild, Wild West (WWW): Intellectual Property Issues In
Cyberspace-Trademarks, Service Marks, Copyrights, And Domain Names, " 22 University of
Arkansas at Little Rock Law Review 49 (1999): 56.

122 §. Maeran Sunarto, Sekretaris PANDI, wawancara oleh penulis, 21 Nopember 2008,
Jakarta.
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Dalam sistem nama domain ini, perbedaan satu karakter, termasuk spasi
dan tanda baca, akan dianggap sebagai perbedaan dan karenanya dapat berakibat
diterimanya pendaftaran nama domain meskipun nama domain tersebut secara
substansi mempunyai persamaan dengan nama domain yang telah terdafiar,™
Sebagai contoh, frasa “coca-cola” adalah tidak sama dengan frasa “cocacola” dan
masing-masing dapat didaftarkan menjadi nama domain “coca-cola.com” dan
nama domain “cocacola.com™.

Kemudahan proses pendaftaran nama domain ini, disatu sisi, telah
mendatangkan vang dengan jumiah yang sangat besar dari hasil biaya pendaftaran
nama domain.”' Demikian juga, kemudahan pendaftaran ini telah mendorong
orang untuk mendaftarkan nama domain sebanyak mungkin tanpa
memperdulikan apakah nama domain tersebut kelak akan menimbulkan benturan
dengan sistem hukum lainnya, seperti sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Menurut suatu studi yang dilakukan pada 1999, sekitar 93 persen dari kata-kata
yang terdapat dalam kamus 25500 English-language dictionary telah didaftarkan
sebagai dot-com.™

Berbeda dengan proses pemeriksaan permohonan pendaftaran nama
domain, pemeriksaan permohonan pendaftaran merek lebih rumit dan waktunya
lebih lama dibandingkan dengan proses pemeriksaan permohonan pendaftaran
nama domain. Hak atas merek dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan
pendaftaran merek. Pendaftaran merek berfungsi untuk memeriksa apakah merek
yang diajukan permohonannya memenuhi persyaratan untuk terdaftar guna
mendapatkan perlindungan hukum. Permohonan pendaftaran merek harus

diajukan oleh pemohon yang beriktikad baik.™

139 Bob Shaver, “Conflicts Between Domain Names And Trademarks,” 50-SEP Advocate
{Idaho) 20 (2007): 20,

1 Sampai dengan tanggal 14 April 2008 saja, pendaftaran nama domain telah berjumiah
99,795,079 (Data berasal dari hitp:/fwww.webhosting info/registries/ {17 April 2008)). Biaya
pendaftaran satu nama domain adalah berkisar dari USS$ 3 sampai US$12.

*2 Declan McCullagh, “Domain Name List is Dwindling,” <http:/fwww.wired.com/news/
technology/0.1282.19117,00.html>, 14 April 2004.

%3 indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 4.
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Permohonan merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM,
dengan mencantumkan a) tanggal, bulan dan tahun; b) nama lengkap,
kewarganegaraan, dan alamat pemochon; ¢) nama lengkap dan alamat kuasa
apabila permohonan diajukan melalui kuasa; d) wama-warna apabila merek yang
dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; dan e) nama
negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan
diajukan dengan Hak Prioritas.” Disamping itu, permohonan pendaftaran merek
juga harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan
pendaftaran adalah miliknya dan dua puluh helai etiket merek yang
bersangkutan.'® Demikian juga, Jika permohonan merek tersebut diajukan oleh
suatu perusahaan, akta perusahaan yang dilegalisir harus disertakan dalam
permohonan merek." Permohonan pendaftaran merek harus disertai dengan
pembayaran biaya.'”’ Biaya permohonan merek ditetapkan berdasarkan kelas
barang/jasa.’”® Oleh karenanya, kelas barang/jasa dan jenis barang/jasa yang
untuknya merek tersebut dimohonkan pendaftarannya wajib disebutkan dalam
formulir pendaftaran merek.

Permohonan merek yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, akan mengalami dua tahapan
pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Dalam
tahapan pemeriksaan administratif, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
akan memeriksa kelengkapan persyaratan administratif pendaftaran merek yang

telah ditentukan oleh perundang-undangan.™® Jika kelengkapan administrasi

'* Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 7 ayat (1).

3% Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan
Pendaftaran Merek, Pasal 2.

' Ibid.

7 Ibid.

"% Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi

Manusia.

3% indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 13.
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tersebut belum terpenubi, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan
memberitahukannya kepada pemohon untuk melengkapinya. Sebaliknya, jika
kelengkapan administrasi telah terpenuhi, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual akan memberi tanggal penerimaan pendaflaran merek."® Tanggal ini
sangat penting karena tanggal ini adalah merupakan dasar penghitungan mulai
terdaftarnya merek, jika kelak permohonan merek tersebut diterima dan terdaftar.

Setelah permohonan merek telah mendapat tanggal penerimaan,
permohonan tersebut akan memasuhi tahapan pemeriksaan substantif,
Pemeriksaan substantif akan dilakukan terhadap permohonan merek dalam wakiu
paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek.'’
Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa apakah merek yang
dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek milik pihak lain yang telah terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis. Lebih lanjut, pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa apakah
-merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau
“keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis. Demikian juga, pemeriksaan substantif bertujuan untuk
memeriksa apakah merek yang dimohonkan fidak mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Disamping itu, pemeriksaan substantif juga bertujuan untuk memeriksa
apakah merek yang dimohonkan fersebut mengandung salah satu unsur berikut: a)
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan,
atau ketertiban umum; b) tidak memiliki daya pembeda; ¢) telah menjadi milik
umum; atau d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.

Apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah
terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, atau merek yang dimohonkan

pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

"0 1bid., Pasal 15.

41 ibid,, Pasal 18.
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dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
yang sejenis, atau merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang
sudah dikenal, maka merek tersebut akan ditolak pendaftarannya.'* Demikian
juga, jika merek yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; atau
tidak memiliki daya pembeda; atau telah menjadi milik umum; atau merupakan
keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya, maka permohonan merek tersebut ditolak.'*

Permchonan merek yang telah memenuhi baik persyaratan administratif
maupun persyaratan substantif akan disetujui untuk didaftar. Permohonan merek
yang telah disetujui tersebut akan diumumkan dalam wakiu paling lama 10 hari
terhitung dari tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.' Pengumuman
permohonan merek akan dilakukan dalam Berita Resmi Merek dan berlangsung
selama tiga bulan® Dalam masa pengumuman ini, setiap pihak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.'
Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup dan disertai
bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang
berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak dapat
didaftar atau ditolak.'” Atas keberatan ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan
keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada

pemohon atau kuasanya.® Terhadap keberatan ini, pemohon atau kuasanya

12 Ibid., Pasal 6.
3 Ihid., Pasal 5.
14 1hid., Pasal 21.
145 1bid., Pasal 22,
146 -
Ibid., Pasal 24 ayat (1).
"7 Ivid., Pasal 24 ayat (2).

% Ibid., Pasal 24 ayat (3).
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berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang ditujukan kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.'”® Sanggahan diajukan secara
tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
salinan keberatan yang disampaikan oleh Dircktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual.'*

Apabila merek yang dimohonkan ternyata tidak dapat didaftar atau ditolak
oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemohon dapat mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut ke Komisi Banding Merek."!

Suvatu merek akan diterima pendaftarannya apabila merek yang
dimochonkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atan
keseluruhannya dengan merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya untuk
barang atau jasa yang sejenis. Oleh karenanya, secara prinsip merek-merek yang
terdaftar tidak akan mempunyai kesamaan atau kemiripan satu sama lain dalam
kelas barang atau jasa yang sama. Tujuan dari penghindaran adanya kesamaan
atau kemiripan antara satu merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya adalah

- untuk menghindari agar supaya konsumen tidak bingung {confused) atau tertipu
(deceptive) akan sumber atau asal barang.'? Merek terdaftar mendapat
perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak fanggal penerimaan dan
jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.'®

Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek telah
menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau
mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa terkait nama domain antara
pemilik nama domain dan pihak lainnya. Nama domain “novalux.co.id” yang
hak pemilikannya diterbitkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

(PANDI) mempunyai persamaan dengan merck “Novalux” yang hak

“? Ibid., Pasal 25 ayat (1).
' Ibid., Pasal 25 ayat (2).
3! Ibid., Pasal 29.

12 Robert P. Merges, Peter S. Menell dan Mark A. Lemley, Intellectual Property in the
New Technological Age, (New York, Aspen Publishers, 2003), 607.

3 Ibid., Pasal 28.
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pemilikannya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Departemen Hukum dan HAM. Adanya persamaan baik pada pokoknya maupun
secara keseluruhan antara nama domain dan merek dapat mengakibatkan
timbulnya sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek terkait suatu
nama domain. Sengketa atas nama domain “novalux.co.id” telah terjadi antara
PT. Novalux Indonesia selaku pemilik nama domain “novalux.co.id” dan Andry
Pribadi selaku pemilik merek “Novalux”.'™ Sengketa ini belum terselesaikan.

Demikian juga sengketa terkait nama domain “ptgap.co.id” dipicu oleh
adanya perbedaan cara mendapatkan hak. Dalam sengketa ini, nama domain
“ptgap.co.id” dimiliki oleh PT. Gilang Agung Persada. Nama domain ini
didasarkan pada singkatan dari nama perusahaan PT. Gilang Agung Persada.
GAP, Inc. mengajukan keberatan kepada Pengelola Nama domain Internet
Indonesia (PANDI) atas pemilikan nama domain Internet “ptgap.co.id” tersebut.
Adapun alasan dari GAP, Inc. adalah bahwa nama domain Infernet “ptgap.co.id”
tersebut lebih tepat dimiliki oleh GAP, Inc. karena GAP, Inc. memiliki hak atas
merek “GAP” yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Departemen Hukum dan HAM, sejak tahun 1996 untuk sejumlah kelas barang dan
jasa, misalnya kelas 3, 18, 25, 35, 38, dan 42. Sengketa ini akhirnya diselesaikan
secara mufakat dimana GAP, Inc. bersedia membeli nama domain tersebut dari
PT. Gilang Agung Persada.

Sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak
lain akan dapat dihindari apabila sistem pemberian nama domain dilakukan
dengan cara membandingkannya dengan hak-hak lainnya yang terlebih dahulu
telah ada, misalnya hak atas merek, hak atas nama perusahaan, atau hak lainnya.

Cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek di beberapa
negara yang menganut Common Law System, seperti Amerika Serikat, Inggris,
Singapura, dan Malaysia, juga telah menimbulkan sengketa terkait nama domain

antara pemilik nama domain dan pihak lainnya. Di negara-negara tersebut, cara

'%* Surat elektronik dari PANDI kepada Vidiyama Sonekh, perwakilan dari perusahaan
jasa Internet yang ditunjuk oleh Andry Pribadi untuk menangani pembuatan web site termasuk
nama domain Indonesia.
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pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek mempunyai perbedaan paling
tidak dalam tiga hal.

Di Amerika serikat, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama
domain “.us” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas
nama domain “.us” diberikan oleh suatu badan non-pemerintah, yaitu NeuStar,
Inc., suatu perusahaan swasta yang berlokasi di Virginia,'® sedangkan hak atas
merek diberikan oleh negara melalui United States Patent and Trademark Office
(USPTO) atau timbul akibat penggunaan merek tersebut.®® Demikian juga, cara
pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara
mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.us” dapat diperoleh segera setelah
pendafiaran ke NeuStar, yang pada umumnya dilakukan secara online, selesai
dilakukan, Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh paling cepat satu
tahun  setelah tanggal pendaftaran.’” Sama halnya, prosedur pemeriksaan

permohonan pendaftaran nama domain “.us” berbeda dari prosedur pemeriksaan
permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui
proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa
campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di United States Patent and
Trademark Office (USPTO) melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang
keseluruhannya dapat berlangsung dalam waktu paling cepat satu tahun.'
Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah
menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau
mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik
nama domain dan pemilik merek di Amerika Serikat. Dalam Green Grass Media

Limtited v. Jalipo,'”” perbedaan cara mendapatkan hak menjadi penyebab

%% NeuStar, “Our Location,” <http://neustar biz/info/contact.cfm>, 5 September 2009.

136 International Trademark Association, “The Intersection Of Trademarks And Domain
Names - INTA “White Paper,” 87 The Trademark Reporter 668 (1997): 670.

BT United States Patent and Trademark Office (USPTO), “Trademark FAQ,”
<htip://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmfaq.htm#Application001>, 5 September 2009.

158 Ibid,

') Green Grass Media Limited v. Jalipo, American Arbitration Association, Case No.:
49-413-000001-07 HIIB, <hitp://www.neustar.us/policies/docs/  aaa/49 413 1 07 Jalipo
Arbitration Award.pdf>, 6 September 2009,
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terjadinya sengketa tersebut. Dalam sengketa ini, Penggugat, Green Grass Media
Limited selaku pemilik merek “Jalipo” yang terdaftar di Amerika Serikat,
menggugat Tergugat, Jalipo selaku pemilik nama domain “jalipo.us”. Dalam
sengketa ini, pemilik nama domain “jalipo.us” mendapatkan hak atas nama
domain  tersebut dari NeuStar, sedangkan Green Grass Media Limited
mendapatkan hak atas merek dari United States Patent and Trademark Office
(USPTQ), dimana cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada
kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam sengketa ini, hak
pemilikan atas nama domain “jalipo.us” dipindahkan dari Jalipo ke Green Grass
Medija Limited.'®

Dalam Pepsico, Inc. v. Becky a/k/a Joe Cutroni,' sengketa nama domain
“pepsicola.us” juga bermula dari adanya perbedaan cara pemilikan antara nama
domain dan merek yang sama dengan Top Level Domain (TLD) dari nama
domain tersebut. Sengketa ini terjadi antara pemilik merek “Pepsicola” dan
pemilik nama domain “pepsicola.us”.’*? Penggugat, Pepsico, Inc., selaku pemilik
merek “Pepsicola”, mendapatkan hak atas merek tersebut dari United States
Patent and Trademark Office (USPTO), sedangkan Tergugat, Becky Joe Cutroni,
selaku pemilik nama domain “pepsicola.us”, mendapatkan haknya atas nama
domain dari NeuStar, Dalam sengketa ini, hak pemilikan atas nama domain
“pepsicola.us” dipindahkan dari Becky Joe Cutroni ke Pepsico, Inc.'*

Di Inggris, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
“uk” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama
domain diberikan oleh suatu badan non-pemerintah, yaifu Nominet, suatu

organisasi nirlaba,'™ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui

160 1bid.

! pepsico, Inc. v. Becky a/f/a Joe Cutromi, National Arbitration Forum (NAF), Claim
Number: FA0207000117014, 3 September 2003, <http:/domains.adrforum.com/domains/
decisions/117014.htm>, § September 2009,

2 thid,

163 1bid.

' Nominet, “Nominet FAQ,” http:/Awwwv.nominet.org.uk/about/background/fag/>, 5
September 2009.
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Intellectual Property Office dan atau dapat timbul atas penggunaan merek yang
tidak terdaftar berdasarkan prinsip common law action of passing off.*** Demikian
juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal
tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain *.uk” dapat diperoleh segera
setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara online, ke Nominet
selesai dilakukan, Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoich setelah
melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah
sekitar satu tahun dari tanggap pendaftaran. Sama halnya, prosedur pemeriksaan
permohonan pendaftaran nama domain “.uk” berbeda dari prosedur pemeriksaan
permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui
proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa
campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di Intellectual Property
Office melalui sejurnlah tahapan pemeriksaan.'® Perbedaan cara pemilikan nama
domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang
berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya
‘sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek di
Inggris. Dalam Sparco s.r.l v. Steven Bennett's terjadi sengketa nama domain
“sparco.co.uk”. Dalam sengketa ini, Sparco s.r.l selaku pemilik merek “Sparco”
vang terdaftar di Inggris memohon pemindahan hak pemilikan nama domain
tersebut dari Steven Benmett selaku pemilik nama domain tersebut. Adapun
alasan Pemohon adalah bahwa nama domain tersebut mempunyai persamaan
dengan mereknya. Dalam sengketa ini, pemilik nama domain tersebut
mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari Nominet, sedangkan Sparco,
s.r.l mendapatkan hak atas merek dari mtellectual Property Office Inggris. Cara

pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara

165 T A. Blanco White dan Robin Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names,
Twelfth Edition. (London: Sweet & Maxwell, 1986), 1-03; Intellectual Property Office, “About
Trademark Protection,” <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-protect.htm>, 6 September
2009; International Trademark Association, op. cif.

' Intellectual Property Office, “After You Apply,” <http:/wwiw.ipo.gov.ulk/types/tm/t-
appiving/t-afier him>, 6 September 2009.

7 Sparco s.r.l v. Steven Bennett, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 00285,
<http://www.nominet.org uk/digital Assets/1011_sparco.pdf>, 6 September 2009.
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pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, ekspert dari Nominet yang
menangani sengketa tersebut menyatakan bahwa meskipun nama domain tersebut
sama dengan merek Pemohon, tetapi nama domain tersebut tidak digunakan untuk
tujuan yang menyimpang. Permohonan Pemohon tidak diterima oleh Nominet.
Dalam Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited ta Netknowledge,'®
sengketa nama domain “wwwamazon.co.uk™ juga bermula dari adanya
perbedaan cara pemilikan antara nama domain tersebut dan merek yang sama
dengan Top Level Domain (TLD) dari nama domain tfersebut. Dalam sengketa ini,
Pemohon, Amazon.com, Inc., mengajukan permochonan kepada Nominet agar
supaya nama domain milik Termohon, Micropiace Limited t/a Netknowledge,
dipindahkan kepada Pemohon. Amazon.com, Inc. selaku pemilik merek
“Amazon” mendapatkan hak atas merek tersebut dari Intellectual Property Office

Ingpris, sedangkan pemilik nama domain “wwwamazon.co.uk”, Microplace

Limited t/a Netknowledge, mendapatkan haknya atas nama domain dari
Nominet.'” Dalam putusannya, ekspert dari Nominet yang menangani sengketa
tersebut menyatakan bahwa nama domain tersebut sama dengan merek Pemohon,
dan nama domain tersebut terbukti digunakan untuk tujuan yang menyimpang.
Permohonan Pemohon diterima oleh Nominet,

Di Singapura, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
“sg” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama
domain diberikan oleh suvatu badan non-pemerintah, yaitu SGNIC, suatu
perusahaan swasta,' sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)," dan atau dapat timbul atas
penggunaan merek yang tidak terdaftar berdasarkan prinsip common law action of

passing off.'"* Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan

'8 Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge, Nominet UK Dispute
Resolution Service, DRS 01781, <http://'www.nominet.org. uk/digital Assets/
1049 wwwamazon.pdf’>, 6 September 2009,

19 1bid,

10 SGNIC, “History,” <http://www.sgnic.se/sub_about/history.htmi>, 5 September 2009.

! Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), “Application Process in Singapore,”
<http://www.ipos.pov.sg/lefiNav/tra/A pplication+Process+intSingapore. htm>, 6 September 2009.

¥22 International Trademark Association, op. cit.
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merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain
“.5g” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan
secara online, ke SGNIC selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek
akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan
diperoleh setelah sekitar satu tahun dari tanggap pendaftaran. Sama halnya,
prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.sg” berbeda dari
prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada
umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya
dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran
merek di Intellectual Property Office of Singapore melalui sejumiah tahapan
pemeriksaan.”™ Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan
merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama
yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain
antara pemilik nama domain dan pemilik merek di Singapura. Dalam Samsung
Electronics Co., Ltd v. Funexpress.com.sg Pte Ltd,'"" Samsung Electronic Co.
selaku pemilik merek “Samsung” menggugat Funexpress.com.sg, Pte., Ltd selaku
pemilik nama  domain atas pemilikan nama domain  domain
“samsungmobile.com.sg”. Dalam sengketa ini, pemilik nama domain
“samsungmolbile.com.sg” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari
SGNIC, sedangkan Samsung Electronic Co. mendapatkan hak atas merek dari
Intellectual Property Office of Singapore. Cara pemberian hak atas nama domain
tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam
putusannya, panel yang menangani sengketa tersebut menyatakan bahwa ketiga
elemen dari Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy terpenuhi dan
karenanya menyatakan nama domain tersebut dipindahkan kepada pemohon.

Di Malaysia, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
“my” berbeda dari badan yang menerbitkan hak aias merek. Hak atas nama

domain “.my” diberikan oleh suatu badan non-pemerintah, yaitu .my DOMAIN

'3 Intellectual Property Office of Singapore, op. cit.

'™ Samsung Electronics Co., Ltd v. Funexpress.con.sg Pte Ltd, Singapore Domain Name
Dispute Resolution Service, Case No. SDRP-2002-0004(F), <http://www.disputemanager.com.sg/

docs/SDRP-2002-0004-Decision.pdf>, 6 September 2009,
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REGISTRY, suatu perusahaan swasta,' sedangkan hak atas merek diberikan oleh
negara melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia,' dan atau dapat timbul atas
penggunaan merek yang tidak terdaftar berdasarkan prinsip common law action of
passing off:"" Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan
merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain
“.my” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan
secara online, ke .my DOMAIN REGISTRY selesai dilakukan. Berbeda dengan
itn, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan
karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah sekitar satu tahun dari tanggap
pendaftaran. Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama
domain  “.my” ‘berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek.
Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang
rumit-dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia.
Prosedur pendaftaran merek di Perbadanan Harta Intelek Malaysia melalui
sejumlah tahapan pemeriksaan.'” Perbedaan cara pemilikan nama domain dan
cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas
suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa
nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek di Malaysia.
Dalam Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design,'™
Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. selaku pemilik merek “Volkswagen”
menggugat  Webmotion  Design  selaku  pemilik nama  domain
“yolkswagen.com.my” Dalam sengketa ini, pemilik nama domain
“volkswagen.com.my” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari .my
DOMAIN REGISTRY, sedangkan Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd.

5 my DOMAIN REGISTRY, “Know the Company,” <http://www.domainregistry. my/
about us.php >, 6 September 2009.

1% perbadanan Harta Intelek Malaysia, “General Info,” <http:/Avww.myipo.gov.my/en/
about-myipo/functions-and-services/trademark.htmi>, 6 September 2009,

"7 International Trademark Association, gp. ¢it.
17 Intellectual Property Office of Singapore, ap. cit.

'™ Voikswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design, Regional Centre for
Arbitration Kuala Lumpur, Case No: rea/dndr/2003/01(int), <http://www.rcakl.org. my/document/

decision/20081230004236 Decision%20rcal.pdf>>, 6 September 2009.
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mendapatkan hak atas merek “Volkswagen” dari Perbadanan Harta Intelek
Malaysia, dimana cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada
kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, panel yang
menangani sengketa tersebut menyatakan nama domain tersebut dipindahkan
kepada pemohon.

Demikian juga di Finlandia, Perancis, Belanda, Jepang, dan Jerman, cara
pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek telah menimbulkan sengketa
terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lainnya. Di negara-
negara fersebut, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek
mempunyai perbedaan paling tidak dalam tiga hal.

Di Finlandia, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
“.f1” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain
“fi” diberikan oleh FICORA (the Finnish Communications Regulatory
Authority), suatu badan otoritas pengatur komunikasi Finlandia,® sedangkan hak
atas merek diberikan oleh negara melalui National Board of Patents and
Registration of Finland."™ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara
pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak, Hak atas nama
domain “.fi” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya
dilakukan secara online, ke FICORA selesai dilakekan. Berbeda dengan itu, hak
atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak
tersebut akan diperoleh setelah beberapa waktu dari tanggal pendaftaran.'® Sama
halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “fi”
berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain
pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya
dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran

merek di National Board of Patents and Registration of Finland melalui sejumlah

' FICORA (the Finnish Communications Regulatory Authority), “Information
Concerning fi-domain names,” <https://domain.ficora fi/fiDomain/aca.aspx™, 6 September 2009,

"' National Board of Patents and Registration of Finland, “Welcome to the NBPR
Website,” <http://www.prh.fi/fen.htmb>, 6 September 2009.

2 1bid,, “Trademark,” <http://www.prh.fi/fenftavaramerkit/tavaramerkkilyhyesti.htmi>, 6
September 2009,
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tahapan pemeriksaan.'® Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara
pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas
suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa
nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Finlandia. Dalam
Sanoma Oy v. Suomi Communications Oy, Sanoma Oy (Pemohon) selaku
pemilik merek “HS” yang terdaftar di Finlandia menggajukan gugatan terhadap
Suomi Communications Oy (Termohon) selaku pemilik nama domain “hs.fi”.
Dalam kasus ini, Sanoma Oy mendapatkan hak atas merek “HS” dari National
Board of Patents and Registration of Finland, sedangkan Suomi Communications
Oy mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari FICORA pada tanggal 2
September 2003. Cara pemberian hak atas mama domain tersebut tidak ada
kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, FICORA
menyatakan bahwa nama domain tersebut ditrasfer kepada Sanoma Oy.

Di Perancis, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
“fr” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain
“fr” diberikan oleh AFNIC (the French Network Information Center), suatu
organisasi nirlaba,'” sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui
Institut National de la Propriete Industrielle (INPI."™ Demikian juga, cara
pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara
mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.fi” dapat diperoleh segera setelah
pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara online, ke AFNIC selesai
dilakukan, Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui
sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah beberapa
waktu dari tanggal pendaftaran. Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan

pendaftaran nama domain “.fr” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan

183 Ibid.

1% Sanoma Oy v. Suomi Communications Oy, FICORA (decision dated 6 October 2003),
dalam George R.F. Souter, Finland {“.fi""} dalam Torsten Bettinger, ed. Domain Name Law and
Practice: An International Handbook, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 266.

185 AFNIC, “Presentation,” <http://www.afnic.fi/afnic/presentation>, 6 September 2009,

"% Institut National de la Propriete Industrielle (INPI), “L’INPI,” <http://www.inpi.fr/fr/l-
inpi.html>, 6 September 2009.
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merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses
pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suvatu mesin tanpa
campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di Institut National de la
Propriete Industrielle (INPI) melalui sejumlah tahapan pemeriksaan. Perbedaan
cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan
timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga
mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain
dan pihak lain di Perancis. Dalam SA Mare Laurent v. Monsieur Eric J¥
pemilikan nama domain nama domain “celio.ft” digugat. SA Marc Laurent
(Termohon) selaku pemilik merek “Celio” di Perancis keberatan atas pendaftaran

dan pemilikan nama domain tersebut. Dalam sengketa ini, Monsieur Eric J
(Termohon) selaku pemilik nama domain “celio.fr” mendapatkan hak atas nama

domain tersebut dari AFNIC, sedangkan SA Marc Laurent mendapatkan hak atas

merek “Celio” dari Institut National de la Propriete Industrielle (INPI). Cara

. pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara

" pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, panel menyatakan nama domain
tersebut dipindahkan kepada Pemohon.

Di Belanda, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
 “nl” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama
domain  “.nl” diberikan oleh SIDN (Stiching Internet Domeinregistratie
Netherland), suatu organisasi yang dibentuk oleh komunitas Internet,'® sedangkan
hak atas merek diberikan oleh negara melalui Benelux Office for Intellectual
Property.”™ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan
merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.nl”
dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara
online, ke SIDN selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan
diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan

%7 SA Marc Laurent v. Monsiewr Eric J, TGI Paris, 18 October 1999, 3™ division,
<http://www legalis.net/inet/commentaries/comm_celio_191099.htn>, 6 September 2009,

1% SIDN, “General,” <http://www.sidn.nl/ace.php/c.728.10,.. General.htmi>, 6 September

2009.

% Benelux Office for intellectual Property, “Trademark,” <http:/www.boip.int/en/
merken/introduction.htmb>, 6 September 2009,
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diperoleh setelah beberapa waktu dari tanggal pendaftaran. Sama halnya, prosedur
pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.nl” berbeda dari prosedur
pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak
melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu
mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di Benelux
Office for Intellectual Property melalui sejumlah tahapan pemeriksaan. Perbedaan
cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan
timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga
mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain
dan pihak lain di Belanda. Dalam Impact Retail B.V. v. A. Culbertson,'”
pemilikan nama domain “radiomodern.nl” digugat oleh Impact Retail B.V. selaku
pemilik merek “Radio Modern” di Belanda. dan A. Dalam sengketa ini, A.
Culbertson (Termohon) selaku pemilik nama domain  “radiomodern.nl”
mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari SIDN, sedangkan Impact Retail
B.V. mendapatkan hak atas merek “Radio Modern” dari Benelux Office for
Intellectual Property. Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada
kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, panel
menetapkan bahwa nama domain tersebut ditransfer kepada Pemohon,

Di Jepang, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
“Jp” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama
domain “jp” diberikan oleh Japan Network Information Center (JPNIC), suatu
organisasi nirlaba,"”’ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui
Japan Patent Office.”™ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara
pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama
domain “jp” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya
dilakukan secara online, ke Japan Network Information Center (JPNIC) selesai

190 Impact Retail B.V. v. A. Culbertson, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case
No.: WIPO2008NL1, <http://www.wipo.intfame/en/domains/awards/htm 112008/
wipo2008nl1 .htmi>, 6 September 2009.

1! Japan Network Information Center (JPNIC), “JPNIC,” <http://www.nic.ad.jp/en/>, 6
September 2009.

52 Japan Patent Office, “Trademark,” <http://www.jpo.go.jp/index e/ trademarks.html>,
6 September 2009,
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dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui
sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah beberapa
waktu dari tanggal pendaftaran.”” Sama halnya, prosedur pemeriksaan
permohonan pendaftaran nama domain “jp” berbeda dari prosedur pemeriksaan
permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui
proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa
campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di Japarn Patent Office
melalui sejumlah tahapan pemeriksaan."™ Perbedaan cara pemilikan nama domain
dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda
atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya
sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Jepang.
Dalam Jaces KK v Nihonkai Pakuto YK,"” Penggugat mengajukan gugatan untuk
menghentikan penggunaan nama domain “jaccs.co.jp”. Penggugat, Jaccs KX,
menyatakan bahwa nama domain tfersebut sama dengan merek “JACCS”
miliknya. Dalam sengketa ini, Nihonkai Pakuto YK (Tergugat) selaku pemilik
“nama domain “jaccs.co.jp” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari
Japan Network Information Center (JPNIC), sedangkan Penggugat mendapatkan
hak atas merek “JACCS” dari Japan Patent Office. Cara pemberian hak atas nama
- domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek.
Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Nagoya menguatkan putusan pengadilan
dibawahnya yang memutuskan bahwa Terpgugat dilarang untuk menggunakan
nama domain tersebut.

Di Jerman, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain
“.de” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama
domain “.de” diberikan oleh DENIC (Deutsches Network Information Center),

suatu perusahaan swasta,' sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara

193 Ibid.
' Ibid.

15 Jaces KK v Nihonkai Pakuto YK, Toyama District Court dated 6 December 2000,
Hanrei Jiho No 1734, 3ff.

"% DENIC, “DENIC eG,” <http://www.denic.de/en/denic.htmi>, 6 September 2009.
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melalui German Patent and Trade Mark Office (DPMA)."” Demikian juga, cara
pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara
mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.de” dapat diperoleh segera setelah
pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara online, ke DENIC (Deutsches
Network Information Center) selesai dilakukan, Berbeda dengan itu, hak atas
merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak
tersebut akan diperoleh setelah beberapa waktu dari tanggal pendaftaran.'” Sama
halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.de”
berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain
pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya
dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran
merek di German Patent and Trade Mark Office (DPMA) melalui sejumlah
tahapan pemeriksaan,'” Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara
pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas
suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa
nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Jerman. Dalam
Deutsche Shell GmbH v, Andrean Shell™ Penggugat, Deutsche Shell GmbH,
mengajukan gugatan kepada Tergugat Andrean Shell atas pemilikan nama domain
“shell.de”, Adapun dasar gugatan Penggugat adalah bahwa nama domain tersebut
mempunyai persamaan dengan merek miliknya. Dalam sengketa imi, pemilik
nama domain “shell.de” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari
DENIC (Deutsches Network Information Center), sedangkan Deutsche Shell
GmbH mendapatkan hak atas merek “Shell” dari German Patent and Trade Mark
Office (DPMA). Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada
kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Pengadilan memutuskan bahwa

meskipun para pihak dapat mempunyai legitimasi terhadap kata “SHELL”,

197 Japan Patent Office, “Trademark,” <http://www.jpo.go.ip/index_e/ trademarks.html>,
& September 2009.

198 Ibid.
%9 Ibid.

20 Dentsche Shell GmbH v.Andrean Shell, OLG Munchen, Computer und Recht (CR)
1999, 382; MMR 1999, <http://www.netlaw.defurteile/bgh_13.htm>, 7 September 2009,
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Penggugat lebih berhak untuk memiliki nama domain tersebut. Pertimbangan
pengadilan adalah bahwa kata “SHELL” telah diasosiasikan masyarakat dengan
Penggugat.

Sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain, baik
di beberapa negara yang menganut Common Law System maupun Civil Law
System, dapat terjadi karena cara pemberian hak atas nama domain tidak
dikaitkan dengan cara pemberian hak lainnya, misalnya hak atas merek dan hak
atas nama perusahaan, sehingga dimungkinkan timbulnya dua hak yang berbeda
atas suatu nama yang sama atau mempunyai kemiripan. Jika cara pemberian hak
atas nama domain sama dengan cara pemberian hak lainnya, misalnya hak atas
merek dan hak atas nama perusahaan, atau paling tidak cara pemberian keduanya
mempunyai keterkaitan satu sama lain, timbulnya dua hak atas satu nama yang
sama atau mirip akan terhindari sehingga sengketa nama domain akan dapat

terhindari atau paling tidak diminimalisasi.

2. Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia dapat
menyebabkan timbulnya sengketa

Nama domain Indonesia yang berakhiran “.co.id” adalah merupakan nama
‘domain Indonesia yang paling diminati. Hal ini terlihat dari persentase jumiah
nama domain “.co.id” yang mencapai 45,47 persen,

Pendaftaran nama domain Indonesia dapat dilakukan oleh siapa saja
dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentn sesuai dengan nama domain
“id” yang diinginkan. Untuk mendaftarkan nama domain Indonesia “.co.id”,
Registran harus memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, yaitu KTP Penanggung
Jawab, dan SIUP/TDP atau Akta Notaris (cover, hal 1 dan NPWP), atau
Pemilikan Merek (bila ada).® Persyaratan yang demikian ini sesuai dengan

peruntukan “.co.id” bagi perusahaan. Akta Notaris dalam hal ini dapat berupa akta

20 Sratistik Nama domain Indonesia per 19 Juni 2009 yang berasal dari Pengelola Nama
domain Indonesia (PANDI).

M2 pengelola Nama domain  Indonesia (PANDI), “Persyaratan dan Biaya,”
<http:/Awww.pandi.or.id/persvaratan-dan-biaya-2/>, 3 Desember 2008,
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notaris pendirian perusahaan yang dari akta ini dapat diketahui nama perusahaan
yang untuknya akta tersebut dibuat.

Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain  Indonesia dapat
menyebabkan timbulnya sengketa, Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain
Indonesia tersebut paling tidak terkait pada tiga hal.

Pertama, ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang
berakhiran “co.id” terletak pada cara persetuyjuan nama domain pada sebagian
nama dari suatu nama yang telah dimiliki sebelumnya oleh Registran,
Berdasarkan cara persetujuan nama domain Indonesia pada sebagian nama, suatu
perusahaan yang didirikan berdasarkan suatu akta dengan nama perusahaan “PT,
Garuda Mas Rentalindo” akan dapat memiliki nama domain Indonesia
“oaruda.co.id” karena Second Level Domain (SLD) dari nama domain fersebut
sama dengan sebagian nama dari nama perusahaan “PT. Garuda Mas Rentalindo™.
Demikian juga, suatu perusahaan dengan nama “PT. Garuda Mas Rentalindo”
akan dimungkinkan memiliki nama domain Indonesia “garudamas.co.id”, dan

atau “garudarentalindo.co.id”, dan atau “rentalindo.co.id”**® Demikian juga,

pemilik merek “Gudang Garam” akan dimungkinkan unfuk memiliki nama
domain “gudang.co.id” dan atau “garam.co.id” karena Second Level Domain
(SLD) dari nama domain tersebut sama dengan sebagian merek “Gudang
Garam”,

Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang didasarkan
pada sebagian nama dari suatu nama tersebut telah menyebabkan timbulnya
sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek terkait dengan nama
domain “novalux.co.id”. Cara persetujuan nama domain “novalux.co.id” ini
didasarkan pada sebagian dari nama perusahaan PT. Novalux Indonesia. Nama
domain “novalux.co.id” ini didaftarkan oleh PT. Novalux Indonesia, suatu
perusahaan yang beralamat di Wisma BNI46-Kota Jalan Jenderal Sudirman Kav.
1, pada tanggal 24 Pebruari 2002, yang diperpanjang dan berlaku sampai dengan
31 Agustus 2009. Andry Pribadi selaku pemilik merek “Novalux” yang terdaftar

23 5, Maeran Sunarto, Sekretaris PANDI, wawancara oleh penulis, 21 Nopember 2008,
Jakarta; PT. Garuda Mas Rentalindo yang beralamat di J. KH Hasyim Ashari No. 5E Jakpus
10130 (NPWP: 01,792,394,7-029.000) telah memiliki nama domain Indonesia “garudamas.co.id”

(https://register.pandi.or.id/whois, 2 Desember 2008).
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di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM,
sejak 20 Oktober 1996, menganggap bahwa Second Level Domain (SLD) dari
nama domain “novalux.co.id” sama dengan merek “Novalux” miliknya.
Disamping itu, hak atas merek “Novalux™ terbit terlebih dahulu dibandingkan
dengan hak atas nama perusahaan PT. Novalux Indonesia. Sengketa ini masih
belum terselesaikan.

Kedua, ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang
berakhiran “co.id” terletak pada cara persetujuan nama domain pada singkatan
dari suatu nama yang telah dimiliki sebelumnya oleh Registran. Dengan cara
persetujuan nama domain Indonesia yang didasarkan pada singkatan nama ini,
suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan suatu akta dengan nama perusahaan
“PT. Garuda Mas Rentalindo” akan dapat memiliki nama domain Indonesia
“gmr.co.id” atau “ptgmr.co.id” karena Second Level Domain (SLD) dari nama
domain tersebut merupakan singkatan dari nama perusahaan “PT. Garuda Mas
Rentalindo”. Demikian juga, pemilik merek “Gudang Garam” akan dimungkinkan
untuk memiliki nama domain “gg.co.id” karena Second Leve! Domain (SLD) dari
nama domain fersebut merupakan singkatan dari merek “Gudang Garam”.

Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang didasarkan
~ pada singkatan dari suatu nama tersebut telah menyebabkan timbulnya sengketa
antara pemilik nama domain dan pemilik merek terkait dengan nama domain
“ptgap.co.id”. Cara persetujuan nama domain “ptgap.co.id” ini didasarkan pada
singkatan dari pama perusahaan PT. Gilang Agung Persada. Nama domain
“ptgap.co.id” ini didaftarkan oleh PT. Gilang Agung Persada, suatu perusahaan
yang beralamat di Gedung Artha Graha Lt. 25, JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190. GAP, Inc., melalui kantor perwakilannya di Indonesia, GAP
International Sourcing Inc. mengajukan keberatan kepada Pengelola Nama
Domain Internet Indonesia (PANDI) atas pemilikan nama domain “ptgap.co.id”
tersebut. Adapun alasan dari GAP, Inc. adalah bahwa nama domain “ptgap.co.id”
tersebut lebih tepat dimiliki oleh GAP, Inc. karena GAP, Inc. memiliki hak atas
merek “GAP” yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

¥ Data berasal dari http://ipdl.dgip.go.id/ipd]_ext/ TopjaxServletH2H, 4 Desember 2008.
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Departemen Hukum dan HAM, sejak tahun 1996 untuk sejumlah kelas barang dan
jasa, misalnya kelas 3, 18, 25, 35, 38, dan 42. Sengketa ini telah selesai setelah
pihak GAP, Inc. bersedia membeli nama domain tersebut.

Ketiga, ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang
berakhiran “co.id” terletak pada cara persetujuan nama domain pada sebagian
kata yang membentuk suatu nama yang telah dimiliki sebelumnya oleh Registran.
Dengan cara persetujuan nama domain Indonesia yang didasarkan pada sebagian
kata yang membentuk suatu nama, nama domain “time.co.id” telah disetujui
untuk diberikan kepada PT. Timerindo Perkasa International pada tanggal 4
Desember 1998.*% Persetujuan nama domain tersebut didasarkan pada sebagian
kata yang membentuk nama perusahaan PT. Timerindo Perkasa International,
yaitu sebagian dari kata “timerindo”. Persetujuan nama domain yang demikian ini
patut diduga akan menimbulkan sengketa antara PT. Timerindo Perkasa
International selaku pemilik nama domain dan Time, Inc., selaku pemilik merek
“Time” di Indonesia yang telah terdaflar sejak tahun 1977.2%

Di negara lain, ketidakjelasan pemberian nama domain juga telah
menimbulkan sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak
lain.

Di Jerman, ketidakjelasan pemberian nama domain telah menimbulkan
sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain. Dalam
Deutsche Shell GmbH v. Andrean Shell™ sengketa nama domain “shell.de”
berawal dari ketidakjelasan pemberian nama domain tersebut kepada pemiliknya.
Pemberian nama domain ini didasarkan atas sebagian nama dari pemohon, yaitu
Andrean Shell. Akibat dari pemberian atas sebagian nama dari pemohon tersebut,

pemilikan nama domain “shell.de” ini telah mengakibatkan timbulnya dua hak

5 pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), “Whois Service,”

<https://register.pandi.or.id/whois=, 27 April 2009; Nama domain “time.co.id” terdafiar sejak 4
Desember 1998 dan terus diperpanjang hingga 31 Agustus 2009.

6 gearch Service of Indonesian IP Database, “Trade Mark Information®,
<http:/fipd].deip.go.id/ipdl_ext/TopjaxServletH2H>, 27 April 2009; Ketika nama domain
“time.co.id” diketik pada browser Internet pada tanggal 27 April 2009, tidak satupun web site yang
dapat diakses dengan nama domain tersebut.

B Deutsche Shell GmbH v.Andrean Shell, OLG Minchen, Computer und Recht (CR)
1999, 382; MMR 1999, <http://www.netlaw.defurteile/bgh 13.htm>, 7 September 2009.
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yang sama atas teks “Shell” karena sebelumnya Deutsche Shell GmbH telah
memiliki hak atas merek “Shell”. Akibat dari pemberian nama domain ini,
Penggugat, Deutsche Shell GmbH, selaku pemilik merek mengajukan gugatan ke
pengadilan Jerman terhadap Tergugat, 4ndrean Shell, atas pemilikan nama
domain “sheli.de” tersebut.?® Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa
Penggugat lebih berhak untuk memiliki nama domain tersebut, meskipun para
pihak dapat mempunyai legitimasi terhadap kata “SHELL”. Pertimbangan
pengadilan adalah bahwa kata “SHELL” telah diasosiasikan masyarakat dengan
Penggugat,

Demikian juga di Finlandia, ketidakjelasan pemberian nama domain juga
telah menimbulkan sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan
pihak lain. Dalam Sanoma Oy v. Suomi Communications Oy,* sengketa nama
domain “hs.fi” berawal dari ketidakjelasan pemberian nama domain tersebut
kepada pemiliknya. Pemberian nama domain ini didasarkan atas singkatan dari
bisnis yang dilakukan oleh pemilik nama domain tersebut, yaitu “High Speed”.
Akibat dari pemberian atas singkatan dari bisnis pemilik nama domain tersebut,
pemilikan nama domain “hs.fi” ini telah mengakibatkan timbulnya dua hak yang
sama atas nama “HS” karena sebelumnya Sanoma Oy telah memiliki merek “HS”
* yang terdaftar di Finlandia. Akibat dari pemberian nama domain ini, Sanoma Oy
selaku pemilik merek “HS” mengajukan gugatan ke FICORA atas pemilikan
nama domain “hs.fi” tersebut.*"® Dalam putusannya, FICORA menyatakan bahwa
nama domain tersebut ditrasfer kepada Sanoma Qy.

Ketidakjelasan cara persetyjuan nama domain Indonesia telah
mengakibatkan timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama

domain dan pihak lain, khususnya pemilik merek.

3. Ketidakmampuan sistem nama domain mengakomodasi adanya lebih
dari satu pihak yang berbeda atas suatu nama untuk memiliki nama

8 Ibid.
% Sanoma Oy v. Suoni Communications Oy, FICORA (decision dated 6 October 2003).

219 Ibid.

Universitas Indonesia
Pengaturan nama..., Robinson Hasoloan Sinaga, FH Ul, 2009.




66

domain dapat menyebabkan timbulnya sengkefa nama domain antar
pemilik nama

Suatu nama dapat saja dimiliki oleh lebih dari satu pihak sepanjang
pemilikan nama tersebut tidak bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, nama
“shell” dapat saja dijadikan nama seseorang dan orang tersebut dapat dianggap
sebagai pemilik nama tersebut. Demikian juga, nama “shell” dapat dijadikan
sebagai nama perusahaan minyak dan perusahaan tersebut dapat mengklaim
bahwa nama “shell” adalah miliknya. Demikian juga dengan merek, suatu merek
yang sama dimungkinkan untuk dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang berbeda,
asalkan merek tersebut didaftarkan untuk kelas barang atau jasa yang berbeda.
Ketika kedua pihak pemilik nama “shell” tersebut bermaksud untuk memiliki
nama domain dengan “shell” sebagai Second Level Domain (SLD) untuk suatu
Top Level Domain (TLD), maka hanya satu pihak yang akan dimungkinkan untuk
memiliki nama domain dengan Second Level Domain (SLD)-nya adalah “shell”,

Sistem nama domain tidak memungkinkan satu nama yang sama
dijadikan menjadi dva atau lebih bentuk nama domain  yang sama.
Ketidakmampuan sistem nama domain mengakomodasi adanya lebih dari satu
pihak yang berbeda pemilik merek yang sama untuk memiliki suatu nama domain
dapat menyebabkan timbulnya sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik
merek,

Sistem nama domain hanya menyediakan satu format untuk satu nama
domain di seluruh dunia.®* Hal ini menyebabkan nama domain menjadi bersifat
unik dan eksklusif dalam persfektif global. Sementara itu, berdasarkan hukum
merek, merek yang sama dapat tersedia untuk lebih dari satu orang atau
perusahaan, asalkan merek tersebut dipakai untuk barang atau jasa yang
berbeda.””? Demikian juga, merek yang sama dapat tersedia untuk lebih dari satu

orang atau perusahaan asalkan merek tersebut digunakan di jurisdiksi yang

*! Format dalam hal ini adalah format nama domain yang terdiri dari SLD dan TLD,
schingga hanya ada satu format “bunga.com” yang tersedia dalam sistem nama domain.

22 James Evans, “Domain Names vs. Trademarks,” hitp://www.govtech.com/gt/
96110%id=&story pg=2>, 26 Mei 2008.
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berbeda.®* Kepemilikan satu merek yang sama oleh dua orang atau perusahaan
yang berbeda dimungkinkan karena perlindungan atas suvatu merek diberikan
berdasarkan kelas barang yang untuknya merek tersebut dimintakan
perlindungan.®* Menurut International Classification of Goods and Services for
the Purposes of the Registration of Marks under the Nice Agreement, barang dan
jasa dikelompokkan kedalam 45 kelas, dimana kelas ! sampai kelas 34 adalah
untuk kelas barang sedangkan kelas 35 sampai kelas 45 adalah untuk kelas jasa.?”
Karena perlindungan merek didasarkan atas kelas barang atau jasa, maka satu
merek yang sama dapat didaftarkan oleh pihak yang berbeda asalkan kelas barang
atau jasanya berbeda. Sebagai contoh, merek “Garuda” dapat terdaftar untuk kelas
1 untuk si A dan merek yang sama juga dimungkinkan terdaftar untuk si B untuk
kelas 2.

. Demikian juga, kepemilikan satu merek yang sama oleh dua orang atau
perusahaan yang berbeda dimungkinkan karena perlindungan atas suatu merek
diberikan berdasarkan jurisdiksi tertentu.?'¢ Dalam hal ini, merek mempunyai sifat
teritorial dalam pengertian bahwa merek hanya mendapat perlindungan dalam
suatu jurisdiksi tertentu atau dalam sejumlah jurisdiksi tertentu.?” Di negara-
negara yang menganut civil law, seperti Indonesia, Jerman, Jepang, Perancis,
Spanyol, Italia, Korea, Austria dan Cina, hak atas suatu merek diperoleh melalui
pendaftaran yang diajukan di suvatu jurisdiksi dimana hak fersebut dimintakan.
Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan perlindungan kepada

pemilik merek tanpa harus perlu memberikan bukti atas kepemilikannya pada

B 1bid.
24 White dan Jacob, op. cit., 58.

23 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration

of Marks under the Nice Agreement <http/fwww.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm>,
9 Mei 2008.

26 Graeme B. Dinwoodie, “Trademarks And Territory: Detaching Trademark Law From
The Nation-State,” 4/ Houston Law Review 885 (2004): 890-891; Yelena Simonyuk, “The
Extraterritorial Reach Of Trademarks On The Internet,” 2002 Duke Lavw & Technology Review 9
(2002): 9-10; lihat juga Pasal 6 ayat (3) The Paris Convention.

27 1hid,
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mereknya®® Disamping melalui pendaftaran, di negara-negara yang menganut
sistem common law, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Australia, hak
atas merek dapat timbul atas pemakaian pertama selama hal itu dapat
dibuktikan,?”

Pendaftaran merek berfungsi untuk memeriksa apakah merek yang
diajukan permohonannya memenuhi persyaratan untuk terdaftar untuk
mendapatkan perlindungan hukum. Suatu merek akan diterima pendaftarannya
apabila merek yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek yang telah terdaftar
sebelumnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Oleh karenanya, secara prinsip
merek-merek yang terdaftar tidak akan mempunyai kesamaan atau kemiripan satu
sama lain dalam kelas barang atau jasa yang sama. Tujuan dari penghindaran

adanya kesamaan atau kemiripan antara satu merek terdaftar demgan merek
| terdaftar lainnya adalah untuk menghindari agar supaya konsumen tidak bingung
(confused) atau tertipu (deceptive) akan sumber atau asal barang.*

Keterbatasan sistem nama domain untuk mengakomodasi kemungkinan
suatu merek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak untuk dijadikan sebagai nama
domain yang dapat dimiliki oleh lebih dari satu pihak telah mengakibatkan
kerugian bagi para pemegang hak kekayaan intelektual” Untuk mengatasi
keterbatasan ini, pada tanggal 2 juli 1997 pemerintah Amerika Serikat, selaku
pemegang kendali atas keberlangsungan sistem nama domain, meminta masukan

mengenai sistem nama domain.”

2 Christopher Morcom, Ashley Roughton dan James Graham, The Modern Law of Trade
Marks, (London: Buiterworths, 1999), 6.

7% Xuan-Thao N. Nguyen, “Shifting The Paradigm In E-Commerce: Move Ov